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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat
(4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir Undang — Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2022.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia
1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik

Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2008 Nomor 40);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.



16. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2016 Nomor 91), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 97 tahun 2019
tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Nomor 81
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2022
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan unsur
pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang

selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat

Kabupaten Musi Banyuasin.



6.

10.

11.

12.

13.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda
Kabupaten Musi Banyuasin. Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk

periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disingkat Rencana Kerja Pemerintah
Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya
disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan
Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga

Negara secara minimal.

Rencana  Strategis  Perangkat Daerah  yang
selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuatkebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan rencana

kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.



Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari

2

(1

)

)

~

RPJMD.

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada

ayat(1l) memuat:

a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;

b. Prioritas pembangunan daerah;

c. Rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1
(satu) tahun.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berpedoman pada RKP dan RKPD Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2022 dan Program Strategis Nasional

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 3

Penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada
arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program
prioritas nasional, provinsi dan dan memperhatikan
visi, misi serta program kepala daerah terpilih periode
2017-2022.

RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI
DAERAH;

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH;

BABIV  : SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH;

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH;
BAB VII : PENUTUP



(1)

(2)

(3)

BAB III
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD
Pasal 4

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3 ayat (1) menjadi:

a. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka
penyusunan RAPBD tahun 2022;

b. pedoman penyempurnaan perangkat daerah;dan

c. bahan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang
APBD tahun 2022, untuk memastikan APBD tahun
2022 telah disusun berlandaskan RKPD tahun
2022.

RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)

selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari peraturan bupati ini.

RKPD Tahun 2022 dapat diubah dalam hal tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun
berjalan, seperti:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kerangka  ekonomi daerah dan = kerangka
pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk tahun berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar Dbiasa
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 29 Juni 2021
BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 29 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

DTO.

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 70






KATA PENGANTAR

Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah (RKPD) Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang
merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Penyusunan RKPD menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah
yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007) serta Rencana
Pembangunan  Jangka = Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Musi Banyuasin yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2005-2025 serta memperhatikan visi misi dan program Kepala Daerah

terpilih periode 2017-2022.




RKPD Tahun 2022 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 telah disusun melalui
proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat
desa dan kelurahan, kecamatan, serta Forum Perangkat Daerah dan
Musrenbang RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022. Dokumen ini
juga memuat (1) Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2022, (2) Hasil Reses
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021,
(3) Hasil Forum Perangkat Daerah, (4) Hasil Sinkronisasi Forum Perangkat
Daerah dengan Hasil Musrenbang Kecamatan dan Reses DPRD Kabupaten
Musi Banyuasin, (5) Hasil Musrenbang RKPD, dan (6) Hasil Finalisasi

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Musi Banyuasin.




Demikianlah dokumen ini dibuat untuk menggambarkan proses

perencanaan yang telah dilakukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2022, serta dalam rangka mendukung
keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan dan keberlanjutan
kebijakan perencanaan pembangunan menuju MUBA Maju Berjaya

2017-2022.

Sekayu, 29 Juni 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada akhir Desember 2019 telah terjadi bencana non alam
pandemi Covid-19 kejadian tersebut memberikan dampak yang
besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Akibatnya
ekonomi global mengalami kontraksi yang cukup parah di Tahun
2020 dan 2021. Hal ini juga mempengaruhi tingkat perekonomian
Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam rangka mendorong
pertumbuhan ekonomi tersebut, diperlukan perencanaan
pembangunan yang komprehensif dan didukung oleh peran
masyarakat dan swasta diutamakan dalam rangka meningkatkan
pertumbuhan ekonomi daerah serta stabilitas ekonomi daerah
sehingga tetap terjaga.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang
direncanakan untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik.
Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi yang
memperhatikan konservasi lingkungan agar pembangunan yang
berkelanjutan tetap terjaga. Selain itu perencanaan pembangunan

merupakan awal dalam suatu proses pembangunan sebagai
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pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan

mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, optimalisasi

sumber daya diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumber

daya alam dan sumber daya manusia sehingga memiliki manfaat
yang lebih baik bagi masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh semua daerah dan
nasional tertuang dalam konstitusi yang merupakan upaya semua
komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai
tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan
Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap,
mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan
tahunan yang telah diamanatkan secara lebih tegas dalam
Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan daerah disusun secara berjangka
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah wajib
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai
rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif,

bottom up dan top down.
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RKPD memuat evaluasi pembangunan daerah, rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,
rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah maupun melibatkan partisipasi masyarakat.
RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang
merupakan penjabaran dari RPJMD untuk periode 1 (satu) tahun.
RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan
program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat. Seluruh dokumen perencanaan, nantinya akan menjadi
dasar dalam penyusunan dokumen anggaran yang tentunya akan
disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan
keuangan sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
RKPD memuat arahan untuk mencapai kinerja
pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing
Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja-PD). RKPD menjadi tolok ukur untuk menilai capaian
kinerja  penyelenggaraan = pemerintahan  daerah dalam
merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi
Kabupaten Musi Banyuasin yaitu: “Menuju Muba Maju Berjaya

2022”.
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RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 merupakan
pelaksanaan tahun terakhir RPUMD Kabupaten Musi Banyuasin
periode 2017-2022 masa kepemimpinan Bupati
H. Dodi Reza Alex Noerdin dan Wakil Bupati Beni Hernedi. Tahun
ini menjadi masa yang penting untuk mengevaluasi pelaksanaan
tahun sebelumnya, melihat keberhasilan dan juga kekurangan
pelaksanaan dan capaian setiap program yang telah ditetapkan

dalam Perubahan RPJMD 2017-2022.

Berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2017-2022, RKPD Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2022 serta Tema dan Prioritas Nasional dalam Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, telah disusun Prioritas
Daerah RKPD tahun 2022 yang tetap mengacu pada program
prioritas dalam Perubahan RPJMD. Penyusunan RKPD Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2022 menggunakan pendekatan
perencanaan  pembangunan yang meliputi pendekatan
teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan
bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD
dilaksanakan dengan menggunakan metode dan  kerangka
berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis

dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah
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terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan
pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil
perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah
pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan,
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.Selain itu,
perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada
subtansi,menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik
dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan
mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan
sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan
dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan
lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan
beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus
yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan

mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan dokumen RKPD 2022 ini, mengacu pada Pasal
16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan
bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu:persiapan
penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD,
penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD,

perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.
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1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 5587,

4. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang (Perpu)
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
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o

Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018
tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan
Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 462);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 496);

18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);

BAB | PENDAHULUAN



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2022

20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);

21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2020 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;

22. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 91),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 97
tahun 2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati
Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin.
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1.3. HUBUNGAN RKPD DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 disusun
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran. Penyusunan RKPD Tahun 2022
merupakan bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan
pembangunan nasional, dan bagian dari pelaksanaan sistem
perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran terpadu
Kabupaten Musi Banyuasin sebagai suatu kesatuan yang tidak
terpisahkan. Dokumen RKPD Tahun 2022 menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 serta Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Hubungan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
dengan dokumen perencanaan lainnya dan penganggaran dapat

dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:
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Gambar 1.1.

Keterhubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan
dan Penganggaran
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1. RKPD dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

2022

Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2022 mengacu pada dokumen RKP 2022 terutama

menyangkut prioritas, sasaran dan arah kebijakan.

Keterkaitan RKPD Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022

juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan kebijakan

Pemerintah Pusat yang akan diuraikan dalam Bab IV.
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Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, Visi
Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-

Royong”. yang diwujudkan melalui sembilan Misi

Pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan
berdaya saing;

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian
bangsa;

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya;

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman pada seluruh warga;

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan
terpercaya,;

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara

Kesatuan.
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Dengan demikian, dokumen RKPD Kabupaten Musi
Banyuasin tahun 2022 dapat lebih integratif dan sinergis
dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan nasional dan begitu juga sebaliknya.

2. RKPD dan Perubahan RPJMD Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2017-2022

Visi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2005-2025 : “MUBA Maju, Mandiri dan Sejahtera
2025” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2017-2022,

maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 adalah:

“MENUJU MUBA MAJU BERJAYA 2022”

Adapun makna Visi Pembangunan tersebut adalah:

Dimana pada tahun 2022 terwujudnya kondisi
masyarakat yang sejahtera melalui terciptanya
pemerintahan yang bersih, peningkatan perekonomian
rakyat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang
merata, peningkatan kualitas SDM yang prima dan

peningkatan pendapatan daerah yang optimal.
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Berdasarkan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan,
ada 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
melalui peningkatan kualitas birokrasi yang bersih

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Memacu Pembangunan infrastruktur secara masif;

3. Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,;

4. Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan
yang berkualitas serta terjangkau bagi semua lapisan

masyarakat demi terciptanya sumber daya manusia

yang berkualitas, unggul dan kompetitif;
5. Menciptakan generasi muda Musi Banyuasin yang

religius, berprestasi serta anti narkoba;

6. Mengelola sumber daya alam secara optimal dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek

kelestarian lingkungan (green growth development);

7. Memberdayakan perempuan dan melindungi anak

serta penyandang disabilitas.
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Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2017-2022 telah ditetapkan tema/fokus
pembangunan tahunan yang akan dijabarkan dalam
RKPD. Adapun Tema/Fokus Pembangunan Kabupaten
Musi Banyuasin untuk Tahun 2022 adalah : “Mewujudkan
Visi “Muba Maju Berjaya 2022” Menciptakan
Pemerintahan yang Bersih, Peningkatan Perekonomian
Rakyat, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang
Merata, Peningkatan Kualitas SDM yang Prima dan
Peningkatan Pendapatan Daerah yang Optimal. Untuk
menyelaraskan arah kebijakan pembangunan sesuai
RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan
2019-2023, capaian kinerja pembangunan Kabupaten
Musi Banyuasin tahun-tahun sebelumnya serta analisis
isu-isu strategis pembangunan Kabupaten
Musi Banyuasin,
maka dirumuskan Sub Tema Pembangunan Tahun 2022
adalah:

“Peningkatan Perekonomian untuk Pemerataan

Kesejahteraan Masyarakat”

BAB | PENDAHULUAN



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2022

Untuk mendukung Tema dan Sub Tema Pembangunan
Tahun 2022 tersebut, maka ditetapkan 4 (empat)
Prioritas Daerah yang terdiri dari 16 (enam belas)
Program Prioritas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2022 sebagai upaya pencapaian Indikator Kinerja
Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Perubahan
RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022,

yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Rakyat untuk
Penurunan Kemiskinan;

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang
Prima dan Religius;

3. Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk
Perekonomian dan Pelayanan Dasar yang Berwawasan
Lingkungan;

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.
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Tabel 1.1.

Sinkronisasi Prioritas Daerah RKPD Kab. Muba
Tahun 2022 dengan Perubahan RPJMD Kab. Muba
Tahun 2017-2022

PRIORITAS DAERAH RKPD PRIORITAS PEMBANGUNAN

TAHUN 2022 P-RPJMD TAHUN 2022
(PP.1)  Hilirisasi  Komoditas
Unggulan

(PD.1) Peningkatan Ketahanan
Ekonomi Rakyat untuk
Penurunan Kemiskinan

(PP.2) Penguatan Kelembagaan
Usaha Masyarakat

(PP.3) Pemulihan Ekonomi
Dampak Covid 19

(PD.2) Pengembangan Kualitas | (PP.4) Penguatan SDM yang
Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
Prima dan Religius

(PP.5) Akselerasi pembangunan
wilayah melalui penyediaan
infrastruktur dasar berkualitas

(PD.3) Penguatan Dukungan
Infrastruktur untuk
perekonomian dan pelayanan
dasar yang berwawasan
lingkungan

(PP.06) Percepatan  legalitas
kepemilikan lahan

(PD.4)  Pemantapan  Kinerja | (PP.7) Peningkatan Pelayanan
Aparatur dan Birokrasi Prima dan Transparan Kepada
Masyarakat

(PP.8) Intensifikasi dan
eksentifikasi pengelolaan
pendapatan daerah

(PP.9) Melanjutkan Arah
Kebijakan Tahun 2021

Sumber : Perubahan RPJMD Kab. Muba 2017 - 2022

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022 tersebut disusun
berdasarkan isu strategis RPJMN, Perubahan RPJMD dan
capaian kinerja pembangunan.

Ada S (lima) isu strategis yang diangkat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-

2024, yaitu :
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Penurunan ketimpangan antar wilayah;
Penguatan pusat pertumbuhan wilayah;

3. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya
saing daerah;

4. Pengelolaan urbanisasi;

Pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-

2023, Ada 10 (sepuluh) isu strategis yang diangkat, yaitu :

1. Percepatan penurunan angka kemiskinan;

2. Pengurangan pengangguran dan antisipasi bonus
demografi;

Peningkatan investasi dan ekonomi kerakyatan;
Peningkatan produktivitas pertanian dan Nilai Tukar
Petani;

Pengembangan energi baru dan terbarukan;
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Optimalisasi Reformasi Birokrasi;

Perbaikan konektivitas dan infrastruktur dasar;

© ® N o u

Pelestarian ekosistem dan peningkatan kualitas
lingkungan;

10. Pengembangan sosial budaya dan olahraga.
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Berdasarkan isu strategis yang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024 serta Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2019-2023 dan capaian kinerja pembangunan,
dirumuskan S5 (lima) isu strategis pembangunan
Kabupaten Musi Banyuasin untuk tahun 2022, sebagai

berikut :

1) Peningkatan ketahanan ekonomi rakyat;

2) Penurunan angka kemiskinan;

3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

4) Penguatan dukungan infrastruktur untuk
perekonomian;

5) Pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi.

Isu-isu strategis ini diharapkan dapat terjawab melalui
4 (empat) Prioritas Daerah RKPD yang akan diuraikan pada

Bab IV.

3. RKPD dan Dokumen RENJA Perangkat Daerah

RKPD mempunyai hubungan timbal balik dengan
RENJA Perangkat Daerah. Disatu sisi rancangan awal
RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah
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yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan Program Prioritas setiap Perangkat
Daerah dan disisi lain RENJA Perangkat Daerah yang
telah diverifikasi selanjutnya terintegrasi kedalam

RKPD.

4. RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (R-APBD)

RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam
menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya KUA
dan PPAS yang telah disusun berdasarkan RKPD
diajukan kepada pihak Legislatif (DPRD) untuk dibahas
dan disepakati bersama. KUA dan PPAS yang telah
disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi
pedoman  Perangkat Daerah dalam  menyusun
rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat

Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja Perangkat
Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola
keuangan daerah sebagai bahan penyusunan

rancangan Perda tentang APBD tahun 2022.
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1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 dimaksudkan
untuk memberikan pedoman dan arahan pembangunan bagi
seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2022 dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, dan
sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-
2022. RKPD juga akan menjadi dasar dan acuan dalam
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2022. Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 dan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2022 hingga ke Rencana
Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022. Implementasi
RKPD tidak hanya akan didanai oleh keuangan daerah, namun juga
didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

maupun investasi swasta dan partisipasi masyarakat.

Tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai

berikut:

1. Menyediakan suatu acuan bagi DPRD Kabupaten Musi
Banyuasin dan seluruh Perangkat Daerah dalam menentukan
program prioritas serta kegiatan prioritas pembangunan Tahun
2022 yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota, APBD

Provinsi, APBN dan Kerja sama Pihak Swasta;
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2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan
Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
Anggaran 2022;

3. Mewujudkan integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan
baik antar Perangkat Daerah, antara Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,
dan antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan
Pemerintah Pusat;

4. Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi
kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

5. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, transparan,
responsif, akuntabel dan kondusif dalam melaksanakan

pembangunan yang berkelanjutan.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2022 disusun mengacu kepada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
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dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan : (1) Latar Belakang, (2) Dasar Hukum
Penyusunan, (3) Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan
Lainnya, (4) Maksud dan Tujuan, (5) Sistematika Dokumen
RKPD, (6) Pendekatan Perencanaan Dan Pendekatan Kinerja
Berdasarkan PMDN 70 Tahun 2019 Dan PMDN 90 Tahun 2019,

(7) Rujukan Kebijakan, (8) Inovasi Daerah.

I[I. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menguraikan : (1) Kondisi Umum Kondisi Daerah, (2)
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, (3) Permasalahan

Pembangunan Daerah.

[II. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menguraikan : (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan
(2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah (3) Arah Kebijakan Non

Keuangan Non APBD Kab. Muba

BAB | PENDAHULUAN



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2022
IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menguraikan : (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan
(2) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 (3)Prioritas

dan Program Pembangunan Daerah

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Bab ini menguraikan secara eksplisit rencana program dan
kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan

capaian kinerja yang direncanakan dalam Perubahan RPJMD.

VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bab ini  menguraikan  penetapan  indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk
memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun

Indikator Kinerja Kunci (IKK).

VII. PENUTUP

Bab ini menampilkan kesimpulan.

1.6. PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PENDEKATAN KINERJA
BERDASARKAN PMDN 70 TAHUN 2019 DAN PMDN 90 TAHUN
2019

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam

perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab
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permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah.Perubahan
kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah
memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan
Daerah, termasuk  pengaturan mengenai perencanaan
pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.Selanjutnya
melalui pendekatan kinerja, pemerintah daerah fokus pada kinerja
terukur dari aktivitas dan program kerja.Terdapatnya tolak ukur
dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah
dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan
dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini
adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan
kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi.Perencanaan
pembangunan dan penganggaran yang telah terkelompokkan
hingga sub kegiatan akan memudahkan stakeholders untuk
melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu
membuat indikator yang relevan. Dalam rangka tertib
perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan
daerah dimaksud, perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi,
dan nomenklatur perencanaan pembangunandan keuangan
daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan
dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan

demikian diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam
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mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan
publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah.

Seluruh Bisnis Proses dilakukan melalui SIPD berdasarkan
Permendagri 70 Tahun 2019 dan Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur mengacu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Serta

Pemutakhirannya pada Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020.

Gambar 1.2.
Pemanfaatan SIPD untuk Penyusunan RKPD

Persiapan Rancangan Musrenbang Rancangan
RKPD Awal RKPD RKPD RKPD Akhir
RKPD

DATA DAN SASARAN PRIORITAS
INFORMASI

1. Gambaran Umum

Kerang |__PROGRAM _|
2. Kerangka ekonomi A

dan keuangan

3. Sasaran dan KEGIATAN
Prioritas
Pembangunan SUB KEGIATAN

4. Rencana Kerja

dgn E‘endanaan PROGRAM

5. Kinerja
Penyelenggaraan PROGRAM
PROGRAM

Sumber : PMDN 70/2019 dan PMDN 90/2019
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Penyusunan RKPD Tahun 2022 dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan money follows program dengan cara
memastikan hanya program yang bermanfaat yang dialokasikan
dan bukan sekedar tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang

bersangkutan.

1) Pendekatan HITS

Dalam penyusunan RKPD 2022 pendekatan perencanaan

yang digunakan adalah:

» Holistik : untuk mencapai sasaran program prioritas
daerah dilaksanakan mulai dari hulu ke hilir misalnya
dalam penanggulangan kemiskinan, program yang
dilaksanakan tidak hanya memberikan bantuan
langsung tetapi juga dengan memberikan pemberdayaan
masyarakat dan melalui Alokasi Dana Desa (ADD)
Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan dapat
meningkatkan pembangunan di desa-desa sehingga
dapat membuat geliat pembangunan di desa lebih terasa
sehingga memacu penurunan angka kemiskinan di
Kabupaten Musi Banyuasin

» Integratif :  kegiatan pembangunan direncanakan
secara integrasi , harus jelas siapa melakukan apa serta
integrasi anggaran. Sebagai contoh dalam hal

Pencapaian Peningkatan Akses Pendidikan dan
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Kesehatan yang Berkualitas, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan melakukan program kegiatan Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan
program kegiatan pembangunan jalan serta Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah melakukan
program kegiatan pengembangan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan.

» Tematik : merupakan pendekatan Perencanaan yang
difokuskan sampai dengan program prioritas yang
dilaksanakan dalam rangka mengakselerasi dan
permasalahan-permasalahan daerah yang menjadi
prioritas.

» Spasial : Kegiatan Pembangunan yang direncanakan
harus menunjukkan lokasi secara jelas dan spesifik.
Sebagai contoh dalam hal pembangunan Ruang Kelas
Baru, lokasi harus didukung dengan fasilitas
pendidikan, sumber daya air, dan terintegrasi dengan
jalan yang ada maupun yang direncanakan.

Melalui pendekatan HITS terwujud beberapa inovasi

program yang telah berjalan selama ini yaitu:

a. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penanggulangan

kemiskinan;
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b. Inovasi Pelayanan Siap Antar Jemput Izin (SAJI) ;
c. Peremajaan Sawit Rakyat;
d. Inovasi Aspal Karet;
e. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk

Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

2) Pendekatan Partisipatif
Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan
dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan
(stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka
adalah untuk membahas permasalahan yang ada serta
menyepakati solusi yang akan dilaksanakan bersama-sama
dan menciptakan rasa memiliki, melalui berbagai kegiatan
yaitu:
a. Rapat dengan stakeholder Kabupaten,;
b. Musrenbang.

3) Pendekatan Bawah-Atas dan Atas-Bawah

Pendekatan Bawah-atas dan Atas-Bawah dalam
penyusunan  RKPD Kabupaten Musi  Banyuasin

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
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Sejalan dengan semangat untuk memperbaiki kualitas
dokumen RKPD tahun 2022 serta proses perencanaan Kabupaten
Musi Banyuasin maka usulan kegiatan dapat disampaikan melalui
sistem perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin yang berbasis
elektronik dan online yaitu SIPD yang terus mengalami
pengembangan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Secara detail

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Musrenbang Sektoral (Ratek Triateral Meeting) yang
dihadiri oleh stakeholder untuk menfokuskan dan
mempermudah mefollow-up usulan dari
Kabupaten/Kota yang akan diinput melalui SIPD.

Usulan Kabupaten Musi Banyuasin untuk RKPD
Tahun 2022 yang diinput oleh melalui SIPD. Selanjutnya
usulan kegiatan ini dilakukan verifikasi oleh Perangkat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan
kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten
dan selaras dengan target RPJMD Kabupaten
Musi Banyuasin dan skala prioritas arah kebijakan RKPD
Tahun 2022 dapat diakomodir menjadi rencana kerja

Perangkat Daerah Tahun 2022.
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Penggunaan aplikasi SIPD dan pemanfaatan
teknologi informasi secara sistematis dan aplikatif dalam
proses perencanaan pembangunan daerah dalam proses
perencanaan pembangunan daerah dapat mempercepat

terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas.

2. Usulan Masyarakat

Ada beberapa inovasi yang dilaksanakan pendekatan ini

yaitu:

a. Sosialisasi untuk mekanisme pengusulan kepada
masyarakat dilakukan melalui media cetak, media

elektronik, media social (Facebook dan Instagram).

b. Masyarakat dapat menyampaikan usulan
pembangunan melalui datang langsung (tatap muka),

usulan /proposal.

c. Usulan dapat dilakukan juga dengan proposal dan
melalui reses DPRD yang nantinya diinput melalui

SIPD.

Usulan didistribusikan ke Perangkat Daerah oleh
Bappeda untuk selanjutnya diverifikasikan oleh

Perangkat Daerah.

BAB | PENDAHULUAN



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2022

4) Pendekatan Teknokratik

Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RKPD
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 dilaksanakan
dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
dalam setiap tahapan proses penyusunan, yang dilakukan
oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan
Kabupaten Musi Banyuasin dan pertemuan tematik yang
dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin
dengan mengikutsertakan unsur akademisi, praktisi dan
para ahli. Ada beberapa inovasi yang dilaksanakan pada

pendekatan ini, yaitu:

a. Monitoring dan evaluasi program/kegiatan yang
bersumber dari APBD-APBN-DAK melalui Sistem
Informasi Pengendalian Pembangunan (SIPP Kabupaten
Musi Banyuasin).

Sistem ini membantu menyediakan data untuk analisis
terhadap permasalahan dari hasil evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan pembangunan yang bersumber
melalui APBD-APBN-DAK dilaksanakan melalui sistem
aplikasi online SIPP yang terdapat dalam menu pada

http://sipp.mubakab.go.id melalui sistem aplikasi ini

mempermudah Bappeda untuk mengawal pelaksanaan

program/kegiatan secara efektif dan efisien.
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b. Pusat Data dan Informasi melalui Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD Kab. Muba).

Sistem ini membantu menyediakan data untuk analisis

kinerja pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin

yang terdapat dalam menu pada

httn:/ / musibanyuasinkab.sipd. kemendagri.qgo.id.

S) Pendekatan Politis
Pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan
daerah dapat diartikan bahwa pemilihan kepala daerah
adalah proses penyusunan rencana, karena masyarakat
pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-
program pembangunan yang ditawarkan masing-masing
Kepala Daerah. Selain itu, terdapat pokok-pokok pikiran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap
permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh
berdasarkan hasil rapat dengan DPRD dan hasil reses.
Adapun inovasi terhadap pendekatan ini adalah melalui
aplikasi SIPD. Ada 1.105 (seribu seratus lima) pokok-pokok
pikiran dari 45 (empat puluh lima) anggota DPRD Kabupaten

Musi Banyuasin yang telah diinput melalui aplikasi SPID.
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1.7. RUJUKAN KEBIJAKAN

Arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2022 merujuk kepada beberapa hal yaitu :

1. Capaian Pembangunan Tahun 2019-2020;

2. Analisis Masalah dan Isu Strategis Tahun 2022;

3. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati 2017-2022;

4. Prioritas RPJPD 2005-2025;

5. Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2022;

6. Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2022;

7. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s);

8. Prioritas RPJMN Tahun 2020-2024.

1.8. INOVASI DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah menjelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
sehingga inovasi daerah menjadi bagian penting dari
pembangunan. Beberapa yang menjadikan prinsip dasar
pengembangan inovasi daerah meliputi cara berpikir strategis dan
konsisten dengan kerangka jangka panjang, strategi Inovasi
Daerah yang menjadi agenda prioritas daerah dan merupakan

bagian integral dari strategi pembangunan daerah, Strategi inovasi
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daerah merupakan kebijakan strategis peningkatan daya saing
daerah, berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka pada
ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah, dan

menetapkan tujuan yang jelas serta capaian yang rasional.

Pada era globalisasi dan otonomi daerah, peranan inovasi
daerah sangat penting dalam rangka percepatan pembangunan
daerah. Inovasi daerah juga menjadi tumpuan untuk
mendongkrak daya saing daerah, terutama dalam kompetisi
global, perluasan jejaring, pengelolaan sumber daya manusia yang
kolaboratif dan menggiring perubahan kepada ekonomi berbasis
pengetahuan. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Musi
Banyuasin, saat ini tengah bergegas melakukan upaya inovasi
yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam
tata kelola sehari-hari. Selain itu memperbaiki alur sistem yang
dapat memudahkan pelayanan masyarakat namun tidak
mengurangi kualitas dan hasil pekerjaan dengan cara memangkas
jalur birokrasi serta tahapan-tahapan yang ada didalam SOP
(Standard  Operating  Procedure) dengan tujuan untuk
mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi Daerah yang

dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terkait dengan
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pencapaian kinerja pelayanan publik dikategorikan sebagai

berikut:

A. Smart Governance

Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
adalah good governance yang merupakan paradigma sistem proses
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang
mengindahkan prinsip supremasi hukum, kemanusiaan,
keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas dan
akuntabilitas. Sasaran smart governance mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif, efisien, komunikatif dan terus
melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi, adopsi

teknologi yang terpadu.

B. Smart Living

Cara pandang dan pola pikir yang berlandaskan pada
pradigma kenyamanan, praktis, dan kreatif. Konsep smart living
merupakan pradigma gaya hidup manusia yang memiliki kualitas

hidup yang terukur (budaya).

C. Smart Society

Masyarakat cerdas berbasis teknologi digital. Pendekatan
pembangunan memaknai kerangka smart city semakin
menemukan relevansinya di masa pandemi Covid-19. Ketika

protokol kesehatan harus dijalankan dan membatasi tatap muka,
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maka pola hidup ada perubahan yang luar biasa. Perubahan pola
interaksi terlihat dari berbagai aspek kehidupan, peribadatan,
bisnis, perekonomian, pendidikan, layanan publik, bahkan
silaturahmi. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sendiri
memaksa masyarakat melakukan berbagai aktivitasnya dari jarak
rumah. Oleh karena itu, inovasi terkait perkembangan smart
society sangatlah dibutuhkan untuk lingkungan pada masa yang
akan datang.

Gambar 1.3.
Peta Sebaran Wifi Publik Area Pemkab Muba

It Works. PETA SEBARAN WIFI PUBLIK AREA PEMKAB MUBA E (g)
V'
S B 2 l % b ] 2 - ; 3 "“’
Kelurahan Lokasi i - : : ol * %‘.

Ealaising Sekayu Water Front

Depan Rumah Pintar

Taman Agrobisnis Sekayu

Lampu Merah RumDin Bupati

2 Serasan Jaya

Depan Masjid Jami’ An-Nur

Depan Kantor Pemda
Lapangan Stier
Kantor Kominfo Muba

3 Kayuara Depan Wisma Atlit

D.Smart Environment
Keberlanjutan sumberdaya lingkungan yang mampu
memberikan kenyamanan keberlanjutan sumber daya baik fisik
maupun non fisik bagi masyarakat.suatu lingkungan yang

ditunjang oleh adanya teknologi yang berkembang secara pesat.

BAB | PENDAHULUAN 1-38



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2022

Adapun Perkembangan inovasi yang telah dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang juga telah
terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Daftar Inovasi Pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

NO. NAMA INOVASI NAMA OPD PEMILIK/PENGGUNA
Di K i, Usaha Kecil d
Klinik Koperasi dan UMKM mas BRoperasi, Ysana fectl dan
1 Menengah
Produk UMKM yang mampu berdaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
2 |saing di pasar domistik Menengah
3 Koperasi Sebagai Penjamin Kredit Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Rakyat (KUR) Menengah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
4 [Pemanfaatan Limbah Pelepah Pinang Menengah
OSS BKPSDM MUBA (One Stop
Service Badan Kepegawaian dan
5 pengembangan Sumber Daya BKPSDM
Manusia Kabupaten Musi
Banyuasin
6 [SMS MASKING BKPSDM MUBA BKPSDM
WA OFFICIAL BKPSDM MUBA (08-2121-
7 |888-007) BKPSDM
SALAI (SK Antar Alamat Antar Instansi) BKPSDM
9 [Si Randik Dinas Perhubungan
GARDA MAJU BERJAYA "Gunakan Satu
10 Sumber Data Kependudukan Untuk DISDUKCAPIL
MUBA Maju Berjaya"
PEMUDA CAPIL "Pembersihan dan
Pemutahiran
DISDUKCAPIL
11 |Database Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
PEMUDA MAS PANDU "Penguatan
Operator Kecamatan Solusi Andalan
12 [Untuk Meningkatkan Kualitas DISDUKCAPIL
Pelayanan Adminduk"
SEPERTDEWA "Support Laporan
13 Kematian Dari Perangkat Desa DISDUKCAPIL
melalui SMS dan WA
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NO. NAMA INOVASI NAMA OPD PEMILIK/PENGGUNA
JEBOL AKTA KELAHIRAN "Jemput Bola
14 [Penerbitan Akta Kelahiran" DISDUKCAPIL
SIP OK MUBA "Sistem Informasi
15 Pelayanan Online Kependudukan Musi DISDUKCAPIL
Banyusin"
16 [KIA GO To School DISDUKCAPIL
17 [PREMANCIT DISDUKCAPIL
18 |[SUPORTIDES DISDUKCAPIL
19 Fitur kedatangan layani warga dari DISDUKCAPIL
kecamatan
SI CANTIK (Sistem Catatan Tingkat .
20 Kehadiran) Dinas Kesehatan
GAMBO MUBA (Digitalisasi Pelayanan Ibu
21 Hamil, Bayi dan Balita Melalui aplikasi Dinas Kesehatan
Kohort di Kabupaten Musi Banyuasin
Penyuluhan dan Pelayanan Program
Keluarga Berencana Bagi Bidan di Dinas Pengendalian Penduduk dan
22 |Puskesmas, Bidan Pustu dan Bidan Desa Keluarga Berencana
Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
. - Badan Pengelola Pajak dan
23 [|Pengembangan Aplikasi e-SPPT Retribusi Daerah
) . . Badan Pengelola Pajak dan
24 [e-Retribusi Retribusi Daerah
5 Pendapatan potensi pajak daerah berbasis Badan Pengelola Pajak dan
E-DATA Retribusi Daerah
. Badan Pengelola Pajak dan
26 [Pengembangan Website 2019 Retribusi Daerah
07 Pelayanan pajak Daerah Keliling "Papa Badan Pengelola Pajak dan
Darling 2019" Retribusi Daerah
28 [Aplikasi Perpustakaan Digital (iMuba). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29 [Aplikasi Dokumentasi Online Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
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NO. NAMA INOVASI NAMA OPD PEMILIK/PENGGUNA
30 [Aplikasi Penyimpanan File Online Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Aplikasi Sistem Informasi Arsip Statis dan |_, .
31 In Aktif (SIP NIAA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan
32 [konsep Kawasan Rumah Tangga Lestari Dinas Ketahanan Pangan
(KRPL)
Pembangunan Gedung Toko Tani .
33 Indonesia Center (TTIC) / Pasar Mitra Tani Dinas Ketahanan Pangan
34 [SIRENSI (Sistem Registrasi Operasi ) RSUD
35 [|SKM ( Sistem Kepuasan Pasien ) RSUD
36 [Terapi Holistik RSUD
37 [Tindakan Visite Dokter/ Perawat RSUD
38 [Izin Elektronik RSUD
39 [SAPA MOU ( Sistem Pengarsipan MOU ) RSUD
40 [APIK ( Aplikasi Informasi Kepegawaian ) RSUD
41 |SAROALE RSUD
42 |Layanan SI DEBAT (Sistem Delivery Obat) RSUD
INOVASI SISTEM PELAYANAN
DIGITALISASI (SIPENDI) DI LINGKUNGAN RSUD
43 [RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI
BANYUASIN
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NO. NAMA INOVASI NAMA OPD PEMILIK/PENGGUNA
44 KEPOIN MUBA (KENALI POTENSI Dinas Penanaman Modal dan
INVESTASI MUSI BANYUASIN) Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan
45 |GSM 1.K (Gerakan Sadar IMB 1.000) Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Membangun Sistem Informasi Lingkungan
46 [pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup
Musi Banyuasin
. . Sekretariat Daerah Bagian
P Aplikasi R
47 [pembuatan Aplikasi Report Pengadaan Barang dan Jasa
Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja
48 |Instansi Pemerintah secara Elektronik Satuan Polisi Pamong Praja
berbasis Website
49 [e-SPD (Sistem Informasi Perjalanan Dinas) Inspektorat
50 |[Simwas (Sistem Informasi Pengawasan) Inspektorat
51 |Muba Fasttract Dinas Komunikasi dan Informatika
52 [Pembentukan Satu Data Kabupaten Dinas Komunikasi dan Informatika
53 |Beritamuba Dinas Komunikasi dan Informatika
54 |Radio Gema Randik Dinas Komunikasi dan Informatika
55 [Muba TV Dinas Komunikasi dan Informatika
56 |Absensi Online Dinas Komunikasi dan Informatika
57 |Buku Tamu Online Dinas Komunikasi dan Informatika
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NO. NAMA INOVASI NAMA OPD PEMILIK/PENGGUNA
Membangun Sistem Pengelolaan Laporan
Kegiatan Evaluasi Program Bidang . . . .

58 [Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika
dan Informatika Musi Banyuasin
Peningk P Inf i lik

59 ening a'a n enyebaran In f)rma31 Publi Dinas Komunikasi dan Informatika
Secara Digital dan Konvensional

60 Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan,
Pertanian (SIMLUHTAN) Hortikultura dan Peternakan

61 aplikasi simantap " sistem informasi Dinas pemberdayaan masyarakat
management penghasilan tetap " dan Desa

62 [Belajar Seni Gratis "BERSENI" Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Aplikasi Sistem Rekonsiliasi Aset

63 (SEREKAT) BPKAD
IASAP "Aplikasi Sistem Akuntansi

64 [Persediaan " di BPKAD Kabupaten Musi BPKAD
Banyuasin
Sistem Pengelolaan Laporan Penerimaan

65 |Keuangan Daerah di Kabupaten Musi BPKAD
Banyuasin

66 Irlltegrasi Simda Integrated dengan aplikasi BPKAD
Simda Keuangan
Integrasi Aplikasi Pengelolaan Dana BOS

67 dengan Aplikasi Simda Keuangan BPKAD

68 [SUKERASAAN Dinas Kelautan dan Perikanan
P SIDD " Sistem Inf i

69 crencanaan istem nformast Dinas komunikasi dan informatika
Data Daerah

70 Sistem Pengendalian dan Pengawasan Dinas pekerjaan umum dan
Berbasis Elektronik " SIDAWAK BALEK" penataan ruang

71 |Air Bersih Untuk Muba ( ABUBA ) Dinas perumahan rakyat dan

kawasan permukiman
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NO. NAMA INOVASI NAMA OPD PEMILIK/PENGGUNA
72 |Sistem Data Gender dan Anak Dinas pembgrday aan perempuan
dan pelindungan anak
73 [Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Dinas pembe.rdayaan perempuan
dan pelindungan anak
74 [Perlindungan Khusus Anak Dinas pembqrday aan perempuan
dan pelindungan anak
P . ._ | Dinas pemberdayaan perempuan
75 [Psycologi Hidup Sehat dan Hidup Bahagia dan pelindungan anak
76 |Pembuatan Sirup Lejase Masyarakat Umum
77 PROSES PEMBUATAN MINYAK VCO M Kat U
(VIRGIN COCONUT OIL) asyarakat Lmum
78 [Pembuatan Jagung menjadi Nasi Jagung Masyarakat Umum
79 |Pembuatan Minuman SEJE MANIS Masyarakat Umum
PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK
DENGAN METODE BUDIDAYA LARVA
80 |LALAT BLACK SOLDIER FLY MENJADI Dinas lingkungan hidup
PAKAN TERNAK TINGGI PROTEIN
81 [Klinik Jaguk Dinas pemberdayaan masyarakat
dan Desa
82 |[IIH AYO DIRAYU Dinas kesehatan
83 [Umak-umak Happy Dinas kesehatan
Bidadari Merona ( Bidan dan Dokter Aktif
84 [Memberikan Informasi Mencegah Virus Dinas kesehatan
Corona.

Sumber: Draft Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah Tahun 2021.
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2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan kabupaten di
Provinsi Sumatera Selatan yang berada di 103°00’ dan 105940’
Bujur Timur dan antara 1°30° dan 4°00’ Lintang Selatan.
Luas Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 14.265,96 km? atau
sekitar 15 (lima belas) persen dari luas Provinsi Sumatera Selatan
atau 3 (tiga) persen dari luas Pulau Sumatera. Letak Kabupaten
Musi Banyuasin berbatasan dengan Provinsi Jambi pada sisi
utara, Kabupaten Banyuasin pada sisi timur, Kabupaten PALI
(Penungkal Abab Lematang Ilir) pada sisi selatan, Kabupaten

Musi Rawas pada sisi barat.

Secara administratif, Kabupaten Musi Banyuasin terdiri
atas 15 Kecamatan, 230 Desa dan 13 Kelurahan. Adapun
Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki
Desa/Kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Lalan dengan
27 Desa/Kelurahan. Sedangkan Kecamatan Sungai Keruh

menjadi Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan paling
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sedikit di Kabupaten Musi Banyuasin yakni sebanyak
11 Desa/Kelurahan.

Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalami beberapa
kali penambahan jumlah kecamatan yang diakibatkan karena
terdapat pemekaran sejak otonomi daerah diberlakukan pada
tahun 2001. Pada tahun 2010, terjadi penambahan kecamatan
sebanyak 3 kecamatan. Pemekaran berikutnya terjadi pada
tahun 2013 yaitu penambahan sebanyak 4 desa. Sepanjang
tahun 2014-2017 tidak terjadi perubahan, hingga pemekaran
terbaru dilakukan pada tahun 2018 yaitu penambahan satu
kecamatan dan tiga desa menjadi 15 kecamatan, 230 desa dan
13 kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Musi
Banyuasin terus berkembang dengan wilayah terluas adalah
Kecamatan Bayung Lencir dengan luas 4.847 Km?2 dan wilayah

terkecil adalah Kecamatan Jirak Jaya dengan luas 298,88 Km?.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020

No. Kecamatan Luas ( Km2 ) Persentase (%)
1. Sanga Desa 317,00 2,2
2. Babat Toman 1.291,00 9,0
3. Batang Hari Leko 2.107,79 14,8
4. Plakat Tinggi 247,00 1,7
5. Lawang Wetan 232,00 1,6
6. Sungai Keruh 330,12 2,3
7. Jirak Jaya 298,88 2,1
8. Sekayu 701,60 4.9
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No. Kecamatan Luas ( Km2 ) Persentase (%)
9. Lais 755,53 5,4

10. Sungai Lilin 374,26 2,6

11. Keluang 400,57 2,8

12. Babat Supat 511,02 3,6

13. Bayung Lencir 4.847,00 34,0

14. Lalan 1.031,00 7,2

15. Tungkal Jaya 821,19 5,8

Jumlah 14.265,96 100,00

Sumber: Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2021

Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020

Menurut Kecamatan
B Sanga Desa

° 2,2%
5,8% % 9,0% m Babat Toman

7,2%
B Batanghari Leko

H Plakat Tinggi

B Lawang Wetan

14,8%

B Sungai Keruh
m Jirak Jaya
m Sekayu

1,7% :

1,6% M Lais

34,0% 2,3% Sungai Lilin
2,1% Keluang
4.9% Babat Supat

Bayung Lencir
5,4%

Lal
3,6% 2,8% 2/6% S

Tungkal Jaya

Sumber: Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2021
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Adapun gambaran peta wilayah kabupaten Musi
Banyuasin berdasar kecamatan, selengkapnya dapat dilihat
pada gambar 2.2 berikut ini.

Gambar 2.2
Wilayah Administratif Kabupaten Musi Banyuasin
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Sumber: RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 - 2031

b. Kondisi Demografis
Berdasarkan Data Hasil Sensus Penduduk tahun 2020,
jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin pada
tahun 2020 mencapai sebanyak 622.206 jiwa. Angka ini terus
meningkat dari 2019 dengan jumlah penduduk sebanyak
647.075 jiwa, maka Kabupaten Musi Banyuasin memiliki laju
pertumbuhan penduduk sebesar 1,00 persen. Dilihat dari jumlah

penduduknya, Kabupaten Musi Banyuasin termasuk salah satu
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kabupaten/kota dengan penduduk terbanyak di Provinsi
Sumatera Selatan.

Bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun ternyata
tidak diikuti dengan pemerataan penyebaran penduduk. Apabila
dilihat dari persebarannya, Kecamatan Sekayu merupakan
daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Musi
Banyuasin yakni sebanyak 91,117 jiwa atau 14,64 persen dari
total jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin.
Sedangkan Kecamatan Jirak Jaya merupakan daerah dengan
jumlah penduduk paling sedikit sebanyak 19.086 jiwa atau
3,07 persen.

Kepadatan penduduk Kabupaten Musi Banyuasin pada
tahun 2020 tercatat sebesar 43,61 jiwa/km? meningkat
dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 45,36 jiwa/km?.
Yang dimana dengan luas wilayah sebesar 14.265,96 km?2, maka
setiap 1 km? rata-rata ditempati penduduk sebanyak 43 orang
pada tahun 2020. Sebaran kepadatan penduduk di Kabupaten
Musi Banyuasin menunjukkan bahwa Kecamatan Sungai Lilin
dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Musi
Banyuasin sebesar 165,17 jiwa/km?, diikuti oleh Kecamatan
Sekayu dan Kecamatan Plakat Tinggi dengan masing-masing
kepadatan penduduk sebesar 129,87 jiwa/km? dan 108,27

jiwa/km?. Sementara kepadatan penduduk terendah berada di

BAB Il GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



No.

13.
14.
15.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2022

Kecamatan Batang Hari

Leko

(9,33 jiwa/km?),

Kecamatan

Bayung Lencir (15,55 jiwa/km?), dan Kecamatan Babat Toman

(27,94 jiwa/km?2).

Tabel 2.2

Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020

Kecamatan

Sanga Desa
Babat Toman

Batang Hari
Leko

Plakat Tinggi
Lawang Wetan
Sungai Keruh
Jirak Jaya
Sekayu

Lais

Sungai Lilin
Keluang
Babat Supat
Bayung Lencir
Lalan

Tungkal Jaya

Jumlah

Luas
(Km?)

317,00
1.291,00

2.107,79

247,00
232,00
330,12
298,88
701,60
755,53
374,26
400,57
511,02
4.847,00
1.031,00
821,19

14.265,96

Jumlah
Desa /

Kelurahan

19
14

16

15
15
11
12
14
16
15
14

16
23
27

16

243

Jumlah

Penduduk

(jiwa)

33.012
36.068

19.670

26.743
25.082
23.351
19.086
91.117
53.456
61.817
32.735
35.740
75.368
39.298
49.663

622.206

Sumber : Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2021, diolah
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Laju

Pertumbuhan Kepadatan

Penduduk

Per Tahun

(%)
0,92
2,23

-0,70

1,89
0,46
0,43
0,43
1,44
0,20
1,54
1,40
0,79
0,46
0,42
2,02

1,00

Penduduk
(Jiwa/Km?2)

104,14
27,94

9,33

108,27
108,11
70,73
63,86
129,87
70,75
165,17
81,72
69,94
15,55
38,12
60,48

43,61
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Sementara itu, rasio jenis kelamin penduduk di
Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 sebesar 106,27 persen,
yang artinya terdapat 106 orang laki-laki untuk setiap 100 orang
perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin. Angka ini
menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan
perempuan dimana persentase penduduk laki-laki sebesar 51,52
persen, sedikit lebih banyak dibanding persentase penduduk
perempuan sekitar 48,48 persen. Menurut kelompok umur, rasio
jenis kelamin tertinggi pada kelompok umur 55-59 tahun
sebesar 113,1 persen dan terendah pada kelompok umur
75 tahun keatas yaitu sebesar 101 persen. Rasio jenis kelamin
sebesar 101 mengindikasikan bahwa jumlah penduduk
perempuan lebih sedikit daripada laki-laki pada kelompok umur
75 tahun ke atas.

Dari Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 menunjukkan
rasio jenis kelamin di level kecamatan secara umum selaras
dengan level Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu penduduk laki-
laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Kecamatan
dengan rasio jenis kelamin tertinggi adalah Kecamatan Lalan,

sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Sekayu.
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Tabel 2.3
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020

Jenis Kelamin (jiwa) Rasio
No Kecamatan Jumlah Jenis
Laki-Laki Perempuan Kelamin

1. Sanga Desa 16,927 16,085 33,012 105.23
2. Babat Toman 18,471 17,597 36,068 104.97

Batang Hari
3. 10,201 9,469 19,670 107.73

Leko
4.  Plakat Tinggi 13,643 13,100 26,743 104.15
S Lawang Wetan 12,861 12,221 25,082 105.24
6. Sungai Keruh 12,032 11,319 23,351 106.30
7. Jirak Jaya 9,961 9,125 19,086 109.16
8. Sekayu 46,220 44,897 91,117 102.95
9. Lais 27,466 25,990 53,456 105.68
10. Sungai Lilin 31,745 30,072 61,817 105.56
11. Keluang 16,691 16,044 32,735 104.03
12. Babat Supat 18,183 17,557 35,740 103.57
13. Bayung Lencir 39,614 35,754 75,368 110.80
14. Lalan 20,690 18,608 39,298 111.19
15. Tungkal Jaya 25,856 23,807 49,663 108.61

Jumlah 320,561 301,645 622,206 106.27

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2021, Diolah

Tabel 2.4
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020

Kelompok Jenis Kelamin (jiwa) Rasio

No UmuI:- Jumlah Jenis
Laki-Laki Perempuan Kelamin

1. 0-4 33,349 32,027 65,376 104.13

2. 5-9 31,238 29,551 60,789 105.71

3. 10-14 27,837 26,276 54,113 105.94

4. 15-19 26,586 24,883 51,469 106.84
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Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2021, Diolah
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Kelompok

Umur

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+

Jumlah

Jenis Kelamin (jiwa)

Laki-Laki

25,260
26,479
27,071
26,105
23,309
20,022
16,543
12,633
9,589
6,961
4,074
3,505

320,561

Tabel 2.5

Perempuan

24,237
25,857
26,633
24,161
21,456
18,241
14,721
11,173
8,760
6,387
3,811
3,471

301,645

Komposisi Penduduk dan Rasio Ketergantungan (%)
Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2015 - 2020

Tahun

2015
2016
2017
2018
2019
2020

0-14 Tahun 15-64 Tahun

30.85
30.28
30.03
29.80
29.55
28.97

Kelompok Umur (%)

65.55
65.88
66.01
66.11
66.21
66.49

3.6
3.84
3.95
4.09
4.24
4.53

65+ Tahun

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin 2021

Rasio
Jumlah Jenis
Kelamin
49,497 104.22
52,336 102.41
53,704 101.64
50,266 108.05
44,765 108.64
38,263 109.76
31,264 112.38
23,806 113.07
18,349 109.46
13,348 108.99
7,885 106.90
6,976 100.98
622,206 106.27
Rasio
Ketergantungan
(%)
52.56
51.78
51.49
51.25
51.04
50.39
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Apabila dilihat dari jumlah penduduk menurut kelompok
umur tahun 2020 diketahui bahwa jumlah penduduk usia
produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia non
produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun), dengan angka rasio
ketergantungan di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020
sebesar 50,39 yang artinya bahwa setiap 100 penduduk usia
produktif menanggung sekitar 50 orang penduduk usia tidak
produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Musi
Banyuasin telah mengalami bonus demografi, dimana jumlah
penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk
usia non produktif.

Selain menghadapi bonus demografi, berdasarkan tabel
2.5 menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin mengalami
peningkatan proporsi penduduk wusia 65 tahun ke atas
dan kelompok wusia dewasa (15-64 tahun), serta semakin
berkurangnya penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) dari
tahun ke tahun. Sehingga diperkirakan pada beberapa tahun ke
depan Kabupaten Musi Banyuasin akan mengalami fase menuju
ke penduduk tua (aging population). Langkah-langkah persiapan
dalam rangka memasuki aging population yang perlu dilakukan
antara lain jaminan/perlindungan sosial, kesehatan lansia,

kesempatan kerja lansia produktif dan keagamaan.
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c. Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin secara topografi
terdiri dari 3 (tiga) bagian berdasarkan kemiringan lahan di 243
desa/kelurahan yakni dataran rendah, bergelombang dan
berbukit. Di sebelah timur Kecamatan Sungai Lilin, sebelah barat
Kecamatan Bayung Lencir kemudian di daerah pinggiran aliran
Sungai Musi sampai ke Kecamatan Babat Toman, tanahnya
terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang
surut dengan topografi dan ketinggian di wilayah berkisar antara
14-37 meter di atas permukaan laut. Daerah lainnya merupakan
dataran tinggi dan berbukit-bukit dengan ketinggian mencapai
37 meter di atas permukaan laut. Jika dilihat dari topografi
wilayahnya, ada 40 desa berada di lembah daerah aliran sungai,
dan 203 desa berada di dataran.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah rawa dan
sungai besar serta kecil seperti Sungai Musi, Sungai Banyuasin,
Sungai Batanghari Leko dan lain-lain. Untuk aliran Sungai Musi
yang berada di bagian timur dipengaruhi oleh pasang surutnya
air laut. Disamping itu daerah ini juga terdiri dari lebak dan
danau-danau kecil. Kondisi ini berguna bagi kegiatan
irigasi/pengairan pertanian sehingga pencetakan sawah baru

dapat mempertimbangkan keberadaan sungai-sungai tersebut.

BAB Il GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2022

Sedangkan guna memenuhi keperluan penduduk dalam
hal pemenuhan air bersih, keberadaan sungai tersebut dapat
pula dimanfaatkan untuk pengambilan air baku PDAM.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin terdiri dari empat macam meliputi :

1. Organosol : berada di dataran rendah atau rawa-rawa yang
sebagian terdapat di Bayung Lencir, Lais dan Lalan;

2. Glei Humus : berada di dataran rendah dan rawa rawa. Tanah
ini banyak digunakan untuk persawahan pasang surut dan
persawahan rawa diantaranya seperti Bayung Lencir, Lais dan
Lalan;

3. Alluvial : berada di sepanjang sungai seperti daerah Sungai
Lilin, Sekayu, Babat Supat, Lais, Batanghari Leko, Babat
Toman, Keluang dan Sanga Desa,;

4. Padzolik : berada di daerah berbukit - bukit yang
sebagian besar terdapat di daerah Sungai Keruh, Plakat
Tinggi, Babat Toman, Batang Hari Leko, Lais dan Sungai Lilin.

Berdasarkan kondisi jenis tanah tersebut diatas, maka
wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dikatakan mempunyai
jenis tanah yang tidak peka terhadap erosi dan sangat berpotensi
untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan. Untuk
lebih jelasnya kondisi jenis tanah di wilayah Kabupaten Musi

Banyuasin diidentifikasi bahwa pada kedalaman efektif tanah
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> 90 cm, sangat ideal untuk pertumbuhan tanaman pada tanah
yang berdrainase baik. Pengalaman menunjukkan bahwa
tanaman tahunan maupun tanaman semusim memberikan hasil
yang memuaskan pada tanah berdrainase baik dengan
kedalaman zona perakaran efektif tanah > 90 cm. Berdasarkan
pengalaman ini maka kemudian kedalaman efektif tanah > 90 cm
dijadikan patokan untuk batas minimum tanah klas 1 dengan
tingkat pengelolaan yang standar.

Secara umum kedalaman efektif tanah di wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin adalah lebih dari 90 cm. Keadaan ini
tentu secara dini dapat memberikan indikasi bahwa lahan di
wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sangat kondusif untuk
pertumbuhan tanaman. Selain lahan-lahan dengan kedalaman
efektif lebih dari 90 cm juga ditemukan lahan yang kedalaman
efektifnya antara 60 hingga 90 cm.

Jenis  penggunaan lahan/tanah di  Kabupaten
Musi Banyuasin dibedakan dalam 15 (lima belas) jenis
penggunaan. Jenis penggunaan tanah yang penyebarannya
paling luas berupa Hutan dengan luas 535.421,57 Ha atau
37,53% dari luas total Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis
penggunaan lahan lainnya yang penyebarannya cukup luas yaitu
berupa kebun rakyat dengan 312.613,30 Ha atau 21,91% dari

luas Kabupaten, selanjutnya perkebunan besar dengan
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127.215,63 Ha atau 8,92% dari luas wilayah Kabupaten disusul
kebun campuran dengan 121.538,79 Ha atau 8,52% dari luas
wilayah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan penggunaan
terbesar keempat. Sedangkan jenis penggunaan lahan/tanah
lainnya penyebarannya relatif lebih kecil jika dibandingkan

keempat penggunaan diatas.

d. Kondisi Hidrologi

Secara umum, Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai
iklim tropis basah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Musi
Banyuasin pada tahun 2020, variasi curah hujan antara 48,60 —
396,50 mm sepanjang tahun 2020. Curah hujan paling banyak
pada bulan April 2020. Hari hujan pada tahun 2020
menunjukkan variasi antara 10-29 hari, dengan hari hujan
paling banyak pada bulan Januari 2020.

Secara garis besar arahan pemanfaatan kawasan lindung
dan kawasan budidaya tetap mengedepankan kelestarian
lingkungan hidup untuk kepentingan pembangunan
berkelanjutan. Pengidentifikasiannya di lakukan dengan
mempertimbangkan beberapa faktor antara lain ketinggian,
kemiringan/sudut lereng, keadaan hidrologi serta kawasan-
kawasan bahaya alamiah maupun kawasan-kawasan berupa

cagar alam dan taman nasional.
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Kawasan budidaya ditetapkan dengan fungsi untuk di
budidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam,
manusia dan buatan. Pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya
secara spasial mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya
dukung lahan tergolong tinggi dan sangat tinggi, baik untuk
pengembangan kawasan pertanian maupun perkotaan yang
berdasarkan analisis spasial arahan pola ruang kawasan
budidaya di Kabupaten Musi Banyuasin luas kawasan budidaya
sebesar 1.326.112.732 Ha.

Berdasarkan pada letaknya, Kabupaten Musi Banyuasin
memiliki sumber daya air berupa sumber daya air permukaan
dan sumber daya air tanah. Sumber daya air permukaan tersebut
yakni berupa sungai, danau, rawa-rawa dan perairan laut.
Berdasarkan pola aliran sungai dan sifat tata airnya, wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin dapat dibedakan menjadi wilayah
dataran kering dan rawa. Sungai-sungai yang ada pada daerah
rawa mempunyai pola aliran rectanguler (cabang sungai tegak
lurus), sedangkan di wilayah dataran kering pola aliran
sungainya dendritik (menjari). Pada sungai-sungai besar aliran
airnya ada sepanjang tahun dan tidak terpengaruh oleh
perubahan musim secara signifikan, sehingga pada sungai-
sungai jenis ini dapat dipergunakan sebagai moda transportasi,

sungai tersebut antara lain Sungai Musi dan Sungai Lalan.

BAB Il GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2022

Pada daerah dataran kering dengan pola aliran dendritik
keberadaan air permukaan umumnya ada pada musim hujan,
sedangkan pada musim kemarau keberadaan air permukaan
umumnya langka selain disebabkan menurunnya curah hujan
juga disebabkan batuan penyusunnya umumnya kedap air
sehingga pemunculan mata air langka di daerah ini. Menurut
debit airnya, sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin menunjukan DAS Musi memiliki debit rata-rata 763
m3/detik, sedangkan DAS Air Lalan seluas 8.30 km2 memiliki
debit rata-rata 196,8 m3/detik. Berikut ini merupakan sungai
yang mengalir di wilayah Kab. Musi Banyuasin beserta debit rata-

rata hariannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
Panjang Luas
Nama DAS Sungai DAS Debit (M3/dtk)
(KM) | (Ha)
Sungai Ibul ( Anak Sungai Musi ) 35 14.500 3,3
Sungai A. Calik ( Anak Sungai A.Banyuasin ) 57 96.400 28
Sungai Dawas ( Anak Sungai A. Calik ) 50 6.500 1,6
Sungai Supat ( Anak Sungai A. Calik ) 32 22.600 5,1
Sungai Keluang ( Anak Sungai A. Calik ) 19 9.400 2,1
Sungai Tungkal ( Anak Sungai A. Calik) 82 149.500 33,6
Sungai Lalan ( Anak Sungai A.Banyuasin ) 243 830.300 196,8
Sungai Merang ( Anak Sungai Lalan ) 66 83.900 244
Sungai Bohar ( Anak Sungai Lalan ) 20 10.000 2,2
Sungai Medak ( Anak Sungai Lalan ) 72 108.300 25,7
Sungai Tungkal ( Anak Sungai Lalan ) 25 5.900 1,9
Sungai Serdang ( Anak Sungai Lalan ) 34 8.300 2,4
Sungai Meranti ( Anak Sungai Lalan ) 28 15.100 4,4
Sungai Kepahiang ( Anak Sungai Lalan ) 16 13.300 3,9
Sungai Mangsang ( Anak Sungai Lalan ) 18 7.400 1,8
Sungai Mendis ( Anak Sungai Lalan ) 19 3.900 0,9
Sungai Batang Hari Leko (Anak Sungai Musi) 176 374.600 103,9
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Panjang Luas
Nama DAS Sungai DAS Debit (M3/dtk)

(KM) | (Ha)
Sungai Kapas (Anak S. Batang Hari Leko) 63 71.300 16,9
Sungai Meranti (Anak S. Batang Hari Leko) 38 26.400 8,8
Sungai Putat (Anak S. Batang Hari Leko) 38 20.100 8,6
Sungai A. Aur (Anak S. Batang Hari Leko) 19 12.700 5,4
Sungai Rampasan (Anak S. Batang Hari Leko) 19 11.600 4,9
Sungai Angit (Anak S. Batang Hari Leko) 13 5.300 2,3
Sungai Kukui (Anak S. Batang Hari Leko) 15 10.200 4,3
Sungai Lalang (Anak S. Batang Hari Leko) 25 21.900 5,2

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Musi Banyuasin

e. Potensi Pengembangan Wilayah
1. Kawasan Lindung

» Kawasan Hutan Lindung
Kawasan Hutan Lindung Kademba dan Kawasan Hutan
Lindung Sungai Jernih dengan luas kurang lebih 16.233
(enam belas ribu dua ratus tiga puluh tiga) hektar, yang
berada di :
- Kecamatan Batanghari Leko
- Kecamatan Sanga Desa

» Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan
bawahannya
Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan
bawahannya yaitu Kawasan Rawa Gambut Muara Medak
dengan luas kurang lebih 24.768 (dua puluh empat ribu
tujuh ratus enam puluh delapan) hektar berada di

Kecamatan Bayung Lencir.
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» Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat meliputi:

- Kawasan Sempadan sungai di Sungai Musi, Sungai
Batanghari Leko, Sungai Lalan, Sungai Dawas dengan
luas kurang lebih 11.134 (sebelas ribu seratus tiga puluh
empat) hektar;

- Kawsan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan seluas
30 (tiga puluh) persen dari luas perkotaan dengan luas
RTH sebesar kurang lebih 9.755 (sembilan ribu tujuh
ratus lima puluh lima) hektar.

» Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar

Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

terdiri atas:

1. Suaka Margasatwa
- Suaka Margasatwa (SM) Bentayan dengan luas

kurang lebih 16.553 (enam belas ribu lima ratus lima
puluh tiga) hektar yang terletak di Kecamatan Lalan,

Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Tungkal Jaya.
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- Suaka Margasatwa (SM) Dangku dengan luas kurang
lebih 47.978 (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus
tujuh puluh delapan) hektar yang terletak
di Kecamatan Keluang, Kecamatan Batanghari Leko,
Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal
Jaya.

- Suaka Margasatwa (SM) Buaya Senyulong seluas
kurang lebih 13.871 (tiga belas ribu delapan ratus
tujuh puluh satu) hektar yang terletak di Kecamatan
Bayung Lencir .

2. Taman Nasional

Taman Nasional Sembilang dengan luas kuarang lebih

2.906 (dua ribu sembilan ratus enam) hektar terletak di

Kecamatan Lalan.

3. Taman Nasional Laut

Taman Nasional Sembilang Laut (perairan) dengan luas

kurang lebih 214 (dua ratus empat) hektar yang terletak

di kecamatan Lalan.
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» Kawasan Rawan Bencana Alam
Kawasan Rawan Bencana Alam meliputi:

- Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan terletak
di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lalan,
Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Tungkal Jaya,
Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Plakat Tinggi,
Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu.

- Kawasan rawan banjir terletak di kecamatan Lais,
Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lawang Wetan,
Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Sanga Desa,
dan Kecamatan Batanghari Leko.

- Kawasan yang pernah terjadi dan rawan terjadinya
longsor didinding sungai ini seperti Kecamatan
Sekayu, Lais dan Sanga Desa.

- Angin Puting Beliung pernah terjadi beberapa kali
seperti misalnya di Kecamatan Sekayu.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya meliputi :

a) Kawasan peruntukan hutan produksi
Kawasan perutukan hutan produksi, meliputi :

- Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas kurang
lebih 94.980 (sembilan puluh empat ribu sembilan
ratus delapan puluh) hektar yang berada di
Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Bayung

Lencir.
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- Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luas kurang lebih
409.719 (empat ratus sembilan ribu tujuh ratus
sembilan belas) hektar yang berada di Kecamatan
Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko,
Kecamatan Lais, Kecamatan Lalan, Kecamatan
Bayung Lencir, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecmatan
Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan
Babat Supat dan Kecamatan Tungkal Jaya.

- Hutan Produksi Konveksi (Hpk) dengan luas kurang
lebih 66. 408 (emam puluh enam ribu empat ratus
delapan) hektar yang berada di Kecamatan Babat
Supat, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan
Bayung Lencir, Kecamatan Keluang, Kecamatan
Lalan, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai
Lilin dan Kecamatan Tungkal Jaya.

b) Kawasan peruntukan pertanian
Kawasan peruntukan pertanian meliputi :

1. Kawasan budidaya tanaman pangan dengan luas
kurang lebih 125.062 (seratus dua puluh lima ribu
enam puluh dua) hektar yang berada di Kecamatan
Babat Toman, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan
Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan
Sekayu, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Lais,

Kecamatan Keluang dan Kecamatan Lalan.
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2. Kawasan budidaya tanaman hortikultura terdiri dari
tanaman sayur — sayuran dengan luas kurang lebih
3.031 (tiga ribu tiga puluh satu) hektar yang berada di
Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi,
Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh,
Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan
Sungai Lilin, Kecamatan Keluang dan Kecamatan
Lalan. Selain itu juga terdapat tanaman buah -
buahan dengan luas kurang lebih 3.262 (tiga ribu dua
ratus enam puluh dua) hektar yang tersebar
dibeberapa  kecamatan. Kawasan  peruntukan
perkebunan adalah pertanian tanaman tahunan
seluas kurang lebih 581.811 (lima ratus delapan
puluh satu delapan ratus sebelas) hektar yang
tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

c) Kawasan peruntukan perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan adalah pertanian

tanaman tahunan seluas kurang lebih 581.811 (lima

ratus delapan puluh satu delapan ratus sebelas) hektar

yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
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d) Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan adalah peruntukan

pengembangan peternakan besar yang terletak di

Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Plakat Tinggi dan

Kecamatan Sungai Lilin sedangkan peternakan kecil

terletak di Kecamatan Bayung Lencir.

e) Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan, meliputi:

1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
Kawasan peruntukan perikanan tangkap adalah
perikanan tangkap di perairan umum, meliputi
kegiatan perikanan tangkap di perairan Kecamatan
Babat Toman, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan
Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir,
Kecamatan Lais, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan
Sekayu, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan
Lalan.

2. Kawasan peruntukan perikanan budidaya
Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi
perikanan budidaya air tawar berada di Kecamatan
Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko,
Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan

Sungai Lilin.
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3. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan.
Kawasan pengembangan sarana dan prasarana
perikanan berada di Kecamatan Lais, Kecamatan

Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.

f) Kawasan Peruntukan Pertambangan
Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan
pertambangan batubara, yang berada di wilayah
pertambangan yang sudah memiliki izin usaha
pertambangan operasi produksi.

g) Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan peruntukan industri adalah industri kecil yang
berupa industri pangan yang terletak di Kecamatan
Babat Toman, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan
Bayung Lencir. Industri sandang yang terletak di
Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu dan
Kecamatan Keluang. Industri kimia dan logam terletak di
Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.

h) Kawasan Peruntukan Pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:
1. Danau Ulak Lia/Ulak Lia Lake, Kelurahan Balai

Agung, Kecamatan Sekayu,;

2.Danau Konger/Konger Lake, Desa Sungai Dua,

Kecamatan Sungai Keruh;
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. Pulau Pandak dan Pulau Panjang Kecamatan Sanga

Desa;

.Sungai Kubu /Kubu River, Desa Karang Agung,

Kecamatan Lalan;

. Agro Wisata Perkebunan Gambir/ Gambir Estate, Desa

Toman Kecamatan Babat Toman;

. Tambang Minyak Tradisional, Desa Sungai Angit,

Kecamatan Babat Toman;

. Tambang Minyak Modern Desa Bonot Kecamatan Lais;

. Kebudayaan Suku Anak Dalam Kecamatan Bayung

Lencir;

9. Goa Jepang Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa;

10. Candi Sereka Desa Sereka Kecamatan Babat Toman.

i) Kawasan Peruntukan Perdangangan dan jasa serta

pusat pemerintahan

Kawasan Peruntukan Perdangangan dan jasa serta

pusat pemerintahan meliputi :

1.

2.

Kecamatan Sekayu
Kecamatan Sungai Lilin
Kecamatan Bayung Lencir

Kecamatan Babat Toman
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j) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan Peruntukan Permukiman, meliputi :

1. Permukiman Perkotaan
Permukiman perkotaan sebagaimana seluas kurang
lebih 22.517 (dua puluh dua ribu lima ratus tujuh
belas) hektar dikembangkan di kawasan perkotaan
Sekayu, kawasan perkotaan Sungai Lilin, kawasan
perkotaan Bayung Lencir dan kawasan perkotaan
Babat Toman.

2. Permukiman Perdesaan
Permukiman perdesaan di seluruh kecamatan dengan
luas kurang lebih 13.542 (tiga belas ribu lima ratus

empat puluh dua) hektar terletak di:

- Kecamatan Sekayu;

- Kecamatan Babat Toman;

- Kecamatan Batanghari Leko;
- Kecamatan Sanga Desa;

- Kecamatan Sungai Keruh;

- Kecamatan Lais;

- Kecamatan Sungai Lilin;

- Kecamatan Keluang;

- Kecamatan Bayung Lencir;

- Kecamatan Plakat Tinggi;
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- Kecamatan Lalan;
- Kecamatan Lawang Wetan;
- Kecamatan Tungkal Jaya; dan

- Kecamatan Babat Supat.

Gambar 2.3
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2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Musi Banyuasin dapat dianalisis dari aspek pemerataan
ekonomi, kesejateraan sosial, seni budaya dan olahraga serta
agama. Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial berkaitan
dengan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Musi

Banyuasin.
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Kondisi itu tercermin pada pendidikan, kesehatan, tingkat
kemiskinan, kepemilikan tanah, kesempatan kerja dan tingkat
kriminalitas.

Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan
dengan menitikberatkan pada upaya akselerasi penuntasan
program Wajib Belajar 9 tahun melalui pendidikan formal
maupun non formal, serta rintisan Wajib Belajar 12 tahun untuk
daerah-daerah dengan angka partisipasi di jenjang pendidikan
dasar yang sudah optimal dengan program sekolah gratis. Pada
tahun 2020, jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Musi
Banyuasin secara umum jumlahnya cukup memadai diantaranya
yaitu TK/RA sebanyak 224 unit, SD/MI sebanyak 488 unit,
SLTP/MTs sebanyak 188 unit, SMU/SMK/MA sebanyak 100
unit, Poltek Sekayu sebanyak 1 unit dengan 3 program, AKPER
sebanyak 1 unit dan Sekolah Tinggi Swasta sebanyak tiga unit
dengan lima Program.

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis
masyarakat terus dilakukan. untuk mencapai derajat kesehatan
yang diharapkan, upaya yang diperlukan antara lain peningkatan
akses pelayanan kesehatan, yaitu peningkatan kualitas
ketenagaan, peningkatan fasilitas kesehatan serta peningkatan

perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat.
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Untuk meningkatkan kesehatan dalam masyarakat diperlukan
koordinasi yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat.
Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan
pelayanan kesehatan adalah dengan peningkatan tipe rumah
sakit dan mulai beroperasi pada awal tahun 1999.

Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Musi Banyuasin
sebanyak 3 unit yang terletak di Kecamatan Sekayu, Kecamatan
Bayung Lencir, dan Kecamatan Sungai Lilin. Adapun jumlah
sarana kesehatan lainnya yaitu poliklinik sebanyak 10 unit,
puskesmas sebanyak 32 unit, puskesmas pembantu sebanyak
107 unit, dan apotek sebanyak 16 unit. Sedangkan jumlah
tenaga medis dan paramedis pada tahun 2020 sebanyak 1.384
orang yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat,
sanitarian dan lainnya.

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber
daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita
bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas
kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan,
kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Untuk mewadahi
aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas
dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan
oleh Pemerintah, maupun atas inisiasif masyarakat seperti

melalui berbagai organisasi kepemudaan.
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Pembangunan dan pembinaan olahraga disamping
optimalisasi olahraga prestasi, dilakukan juga wupaya
membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk
meningkatkan pembinaan olahraga dimaksud masih diperlukan
dukungan sarana dan prasarana olahraga, baik olahraga
masyarakat maupun sarana olahraga terpadu dengan standar
yang berlaku.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten
Musi Banyuasin harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai
kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-
nilai budaya daerah di tengah - tengah semakin derasnya arus
informasi dan pengaruh negatif budaya global. Upaya
peningkatan jati diri masyarakat seperti halnya solidaritas sosial,
kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa
masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif
seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan
kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan
perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam

kehidupan masyarakat.
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Kualitas kehidupan beragama di Kabupaten
Musi Banyuasin telah mengarah pada kesadaran masyarakat
untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan
bermasyarakat, serta kesadaran dan toleransi antar umat
beragama. Kondisi tersebut menciptakan hubungan yang
harmonis dan kondusif baik antara sesama pemeluk agama
maupun antar umat beragama. Semakin meningkatnya sarana
dan prasarana kehidupan beragama tercermin dari jumlah
tempat peribadatan yang bertambah. Jumlah masjid dan
musholah pada tahun 2020 tercatat 532 unit dan 473 unit.
Demikian pula halnya dengan pemeluk agama dari tahun
ketahun semakin meningkat seiring dengan meningkatnya

jumlah penduduk serta tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
(Pertumbuhan PDRB)

Kondisi perekonomian di Kabupaten Musi Banyuasin
dalam lima tahun terakhir (2016-2020) dapat ditunjukan dengan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan
indikator utama dalam mengukur pertumbuhan perekonomian
suatu wilayah. Kondisi perekonomian di Kabupaten Musi
Banyuasin dalam lima tahun terakhir tumbuh positif dan

mengalami percepatan dalam pertumbuhan ekonomi.
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PDRB Kabupaten Musi Banyuasin dengan migas Atas
Dasar Harga Berlaku selama tiga tahun terakhir adalah sebagai
berikut : tahun 2018 sebesar 60.861,46 milyar rupiah, tahun
2019 sebesar 66.089,04 milyar rupiah dan tahun 2020 sebesar
66.515,38 milyar rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Musi
Banyuasin dengan migas Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010
yaitu tahun 2018 sebesar 42.670,21 milyar rupiah, tahun 2019
sebesar 44.620,40 milyar rupiah dan tahun 2020 sebesar
44.604,66 milyar rupiah.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Musi Banyuasin,
pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin menunjukkan tren
positif setelah sempat mengalami perlambatan pada tahun 2013
dan tahun 2015. Pada Tahun 2019 ekonomi Musi Banyuasin
tumbuh sebesar 4,57 persen dan kembali turun hingga negatif
pada tahun 2020 sebesar - 0,04 persen dikarenakan dampak

pandemi Covid-19.
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Gambar 2.4
Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2012-2020 (%)
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Sumber : BPS, Muba Dalam Angka, 2021, Diolah

Masing-masing lapangan usaha (sektor) memberikan
kontribusi yang berbeda-beda terhadap pembentukan PDRB
Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan distribusi persentase
PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB) menurut lapangan usaha Tahun 2020, sektor yang
memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB
adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 52,94%.
Selanjutnya sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua yaitu
sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 11,87%.
Sektor industri pengolahan menempati urutan ketiga dengan
kontribusi sebesar 10,83%. Sedangkan sektor yang memberikan
kontribusi terkecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten

Musi Banyuasin adalah sektor pengadaan air, pengelolaan
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sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,02%, sektor jasa
perusahaan sebesar 0,04% serta sektor pengadaan listrik dan gas
sebesar 0,05%.

Berdasarkan  data  kontribusi  sektor  terhadap
pembentukan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin diatas
menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Musi
Banyuasin masih tergantung pada lapangan usaha ekstraktif,
yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta sektor
pertanian, perikanan dan kehutanan. Hal yang harus mendapat
perhatian khusus bahwa walaupun 2 sektor masih memberikan
kontribusi terbesar untuk PDRB, pertumbuhannya mengalami
perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kedua
sektor ini ditambah dengan sektor industri pengolahan dan
sektor konstruksi perlu dijaga momentum pertumbuhannya
untuk ditingkatkan dimasa mendatang sehingga pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dapat terus meningkat,
disamping sektor-sektor lainnya yang potensial untuk
dikembangkan. Sektor pertambangan mengalami penurunan
antara lain disebabkan karena kondisi pandemic covid-19 yang
juga menyebabkan harga minyak dunia cenderung menurun dan
produksi pertambangan juga menurun. Sementara sektor
pertanian, perikanan dan kehutanan mengalami peningkatan

walaupun tidak terlalu signifikan karena sektor inilah yang
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mampu bertahan dan menjadai mata pencaharian utama

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 2.7
Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten
Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha Periode 2016-2020 (%)

Kategori Uraian 2016 2017 2018 2019* 2020**
Pertanian, Kehutanan,

A dan Perikanan 13,30 12,74 11,70 11,15 11,87
Pertambangan dan 55,70 54,18 54,87 55,51 52,94
Penggalian

C Industri Pengolahan 8.14 9,19 9,93 10,13 10,83
Pengadaan Listrik dan 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05
Gas
Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah,

E Limbah dan Daur 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Ulang

F Konstruksi 7,84 8,32 8,02 7,75 7,98
Perdagangan Besar dan

G Eceran; Reparasi Mobil 4,18 4,57 4,68 4,80 4,99
dan Sepeda Motor

H Transportasi dan 0,25 0,28 0,29 0,30 0,30
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi

I dan Makan Minum 0,14 0,15 0,16 0,18 0,18

J Informasi dan 0,20 0,23 0,25 0,26 0,30
Komunikasi

K Jasa Keuangan dan 1,91 1,99 1,94 1,87 1,94
Asuransi

L Real Estate 1,78 1,88 1,98 2,05 2,20

M,N Jasa Perusahaan 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
Administrasi

o) Pemerintahan, 3,78 3,57 3,35 3,13 3,40
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib

P Jasa Pendidikan 1,89 1,91 1,85 1,83 1,94
Jasa Kesehatan dan

Q Kegiatan Sosial 0,31 0,34 0,33 0,34 0,39

R,S,T,U Jasa lainnya 0,48 0,54 0,55 0,57 0,63
PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah

* Angka sementara/Preliminary Figures
** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures
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Tabel 2.8
Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto (PDRB)
Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Pengeluaran Periode 2016-2020 (%)

Komponen 2016 2017 2018 2019* 2020%*
Pengeluaran Konsumsi 13,30 12,74 11,70 11,15 11,87
Rumah Tangga
Pengeluaran Konsumsi
LNPRT 55,70 54,18 54,87 55,51 52,94
Pengeluaran Konsumsi 8.14 9,19 9,93 10,13 10,83
Pemerintah
Pembentukan Modal Tetap 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05
Bruto
Perubahan Inventori 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Net Ekspor Barang dan 7,84 8,32 8,02 7.75 7,08
Jasa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah

Berdasarkan Tabel 2.8 diatas terlihat bahwa selama
periode 2016 - 2020, produk yang dikonsumsi di wilayah
domestik Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar masih
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga
(rata-rata di atas 70 persen). Net ekspor barang dan jasa selalu
bernilai negatif yang artinya peranan impor relatif lebih besar
dibanding ekspor, karena sekitar 40 s.d. 60 persen permintaan
domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor, baik luar
negeri, luar provinsi maupun luar kabupaten. Di sisi lain,
pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif
besar dengan kontribusi sekitar 30 s.d. 35 persen. Proporsi
konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 6 persen yang
menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk

domestik tidak terlalu besar.
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Tabel 2.9
Pertumbuhan dan Share PDRB Kabupaten Musi Banyuasin
menurut Lapangan Usaha Tahun 2011, 2015, dan 2019

e Pertumbuhan (%YoY) Share (%PDRB)
eKtor

2011 2015 2019 2011 2015 2019
PDRB 3,6 2,3 4,6 100,0 100,0 100,0
Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan 2,7 4,6 1,5 12,9 12,3 11.2
Pertambangan dan 2,3 0,6 4,8 672 | 61,3 55,4
Penggalian ’ ’ ’ ’ ’ i
Industri Pengolahan 8,4 9,8 9,2 4,7 6,4 10,2
Pengadaan Listrik dan
Gas 8,5 6,6 5,0 0,0 0,0 0,0
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampabh, 6,1 8,2 3,7 0,0 0,0 0,0
Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi 7,5 0,0 4,0 5,9 6,6 7,7
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil 8,4 3,8 4.5 2,5 3,5 4.8
dan Sepeda Motor
Transportasi dan
Pergudangan 7,3 8,7 8,2 0,2 0,2 0,3
Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum 4,6 10,3 11,4 0,1 0,1 0,2
iformasi dan 9,5 11,2 11,5 0,1 0,2 0,3

omunikasi
Jasa Kenangan dan 8,5 5,0 3,0 1,3 1,7 1,9
suransi

Real Estate 13,4 9,5 9,4 0,9 1,6 2,1
Jasa Perusahaan 13,5 4.2 8,7 0,0 0,0 0,0
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan 8,8 9,2 0,7 2,3 3,6 3,1
Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 5,9 9,1 3,8 1,3 1,7 1,8
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 5,3 8,0 6,5 0,2 0,3 0,3
Jasa lainnya 14,6 2,5 5,7 0,4 0,5 0,6

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah

Berdasarkan struktur APBD Kabupaten Musi Banyuasin
tahun 2011, 2015 dan 2019, perekonomian di Kabupaten Musi
Banyuasin ditopang oleh pertambangan, pertanian dan industri
pengolahan. Sektor pertambangan memegang peranan yang
sangat besar bahkan tertinggi terhadap pembentukan PDRB
Kabupaten Musi Banyuasin. Namun jika dilihat dalam kurun

waktu 9 tahun terakhir, kontribusinya cenderung mengalami
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penurunan dikarenakan sektor pertambangan dan penggalian
merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui
sehingga eksploitasi yang terus menerus menyebabkan
ketersediaannya semakin menipis. Untuk keberlanjutan,
perlunya merambah ke sektor-sektor lain sesuai dengan potensi
daerah kedepannya.

Disamping itu juga telah terjadi shifting dari sektor yang
yang sifatnya primer atau ekstraksi (pertanian dan
pertambangan) ke industri pengolahan dan jasa-jasa (relatif
didominasi oleh perdagangan) yang mengalami kenaikan
hampir 2 kali lipat, meningkat dari 4,7% pada tahun 2011
menjadi 10,2%. Jika dilihat dari share konstruksi yang
mengalami peningkatan selama 9 tahun terakhir dari 5,9%
pada tahun 2011 menjadi 7,7% pada tahun 2019 yang
mengindikasikan bahwa sudah banyak pembangunan di
Kabupaten Musi Banyuasin. Terjadinya shifting di Kabupaten
Musi Banyuasin ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
setempat.

Dari sisi pengeluaran, Kabupaten Musi Banyuasin
ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Selama 9
tahun terjadi perlambatan pertumbuhan pengeluaran

konsumsi rumah tangga meningkat signifikan. Ekonomi akan
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baik jika diiringi oleh meningkatnya investasi dan peningkatan
ekspor. Hal ini justru tidak terjadi di Kabupaten Musi
Banyuasin, komponen yang meningkat adalah Konsumsi
Rumah Tangga. Hal ini disinyalir diduga shifting yang terjadi
tersebut pada sektor industri sifatnya memenuhi kebutuhan di
Kabupaten Musi Banyuasin sendiri seperti makanan dan
minuman, selain itu sektor jasa lebih benyak yang bersifat ke
sektor informal bukan sejenis perbakan.

Tabel 2.10
Pertumbuhan dan Share PDRB Kabupaten Musi Banyuasin
menurut Pengeluaran Tahun 2011, 2015, dan 2019

Pertumbuhan (%YoY) Share (%PDRB)
Komponen
2011 2015 2019 2011 2015 2019
Pengeluaran Konsumsi Rumah 6,3 3.8 3,3 61,1 66,5 70,4
Tangga
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 9,0 6,9 8,8 1,2 1,6 2,0
Pengeluaran‘ Konsumsi 5,2 3,2 4,8 6,4 6,7 6,3
Pemerintah
Pembentukan Modal Tetap 3,9 2,2 17 31,0 31,0 30,1
Bruto
Perubahan Inventori -9,4 -133,5 -120,7 -1,2 0,5 0,2
Net Ekspor Barang dan Jasa 16_2 5 1414,5 -24.3 1,5 -6,3 -9,0
PDRB 3,6 2,3 4,6 100,0 100,0 100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah

PDRB Per Kapita

Pendapatan perkapita atau juga sering disebut PDRB
perkapita adalah suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat
dalam suatu daerah. Pengertian lain, pendapatan perkapita
merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing
penduduk. Dengan begitu, peningkatan pendapatan perkapita

diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah seperti
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pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi

pendapatan.

Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi
wilayah, dapat dilihat melalui tingginya pendapatan
masyarakat. Bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita
dapat digunakan sebagai indikator penentu kemajuan wilayah.
Analisis ini, termasuk indikator terpenting yang
menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus

menunjukkan kinerja dan hasil dari pembangunan.

Selama kurun waktu S tahun terakhir (tahun 2016-2020)
PDRB per kapita Atas Harga Berlaku (ADHB) dengan migas
Kabupaten Musi Banyuasin terus menunjukkan tren yang
meningkat. Tahun 2016 PDRB per kapita sebesar Rp. 85.017,39
Miliyar lalu meningkat menjadi Rp. 101.488,07 Miliyar pada
tahun 2020. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi

ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita Atas Harga Konstan (ADHK) dengan
migas Kabupaten Musi Banyuasin juga menunjukkan tren yang
meningkat. Tahun 2016 PDRB per kapita sebesar Rp. 64.647,20
Miliyar lalu meningkat menjadi Rp. 68.057,05 Miliyar pada
tahun 2020. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi

ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.
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Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini

disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.11

PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Dan Atas Dasar Harga Konstan dengan Migas
Periode 2016-2020 (dalam Miliyar rupiah)

PDRB Per Tahun
Kapita 2016 2017 2018 2019 2020
ADHB 85.017,39 | 88.950,20 | 95.300,78 | 102.135,05 | 101.488,07
ADHK 64.647,20 | 65.642,82 | 66.815,75 | 68.957,08 | 68.057,05

Sumber : BPS, Muba Dalam Angka, 2021. Diolah

2.1.2.2 Kondisi Ekonomi

Komoditi unggulan yang diusahakan bervariasi di setiap

wilayah, baik dari sektor petanian maupun dari sektor industri

pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian.

Komoditi-komoditi unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Musi

Banyuasin antara lain karet, kelapa sawit,cengkeh kopi, gambir,

coklat, jambu mete dan lada dan juga dari sektor perikanan mulai

dari budidaya karamba, tambak, budi daya kolam dan darat.
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Tabel 2.12
Komoditi Unggulan Sektor Pertanian Kab. Muba Tahun 2020
2020
No. Komoditi Luas Panen Produksi
(ha) (ton)
| Padi Sawah 74.840 365.395
2 Padi Ladang 210 714
3 Jagung 6.202 44.312
4 Ubi Kayu 837 30.675
5 Ubi Jalar 131 2.108
6 Kacang Tanah 85 130
7 Kacang Hijau 7 11

Sumber : BPS, Muba Dalam Angka, 2021. Diolah

Sektor pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin ditandai
dengan luas lahan sawah pada tahun 2020 adalah 74.840 Ha
yang keseluruhan merupakan lahan sawah non irigasi. Luas
panen tanaman sayur/hortikultura jagung sebesar 6.202 Ha,
kacang tanah 85 Ha, kacang hijau 7 Ha, ubi kayu 837 Ha, ubi
jalar 131 Ha, cabai 386 Ha, petai 14 Ha, dan Tomat 77 Ha.

Tabel 2.13

Komoditi Unggulan Sektor Perkebunan
Kab. Muba Tahun 2020

2020
No. Komoditas
Luas (Ha) | Produksi (Ton)
1 | Karet 208.212 213.466
2 | Kelapa Sawit 43.071 432.589
3 | Kelapa 4.540 3.276
4 | Gambir 13.713 9,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, 2021
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Sektor perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri
dari perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan
besar terdiri dari perkebunan swasta nasional dan swasta asing.
Komoditi perkebunan rakyat meliputi karet, kelapa, kelapa sawit,
cengkeh, kopi, gambir, coklat, jambu mete dan lada. Komoditi
perkebunan besar meliputi karet, kelapa sawit, dan kelapa.
Diantara komoditi tersebut yang berpotensi untuk dikembangkan
adalah karet dan kelapa sawit. Pada tahun 2020, luas areal
perkebunan karet rakyat sebesar 208.212 Ha dengan produksi
213.466 ton. Luas perkebunan kelapa rakyat 4.540 Ha dan luas
perkebunan kelapa sawit 432.589 Ha.

Potensi lain yang dimiliki adalah hasil produksi hutan di
kabupaten Musi Banyuasin yang berupa hasil kayu dan non kayu
seperti rotan, cerucuk dan arang. Potensi lain yang perlu
dikembangkan adalah hasil peternakan yang dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan. Populasi ternak sapi di
Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 adalah 35.736 ekor,
kambing 35.970 ekor, domba 3.088 ekor dan babi 177 ekor.

Di sektor pertambangan dan energi, lebih dititik beratkan
pada kegiatan penelitian dan inventarisasi bahan-bahan
galian/pertambangan. Barang tambang yang strategis dan vital
di daerah Musi Banyuasin meliputi minyak dan gas bumi

sedangkan barang tambang lainnya (bahan galian golongan C)
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adalah tanah urug, tanah liat, pasir, koral dan pasir bangunan.
Sektor pertambangan memberikan peranan yang cukup besar
terhadap perekonomian Musi Banyuasin.

Komoditi lain yang bisa dikembangkan adalah perikanan
meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan
budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya baik yang berada
di air tawar, air payau maupun air laut. Jumlah rumah tangga
perikanan tangkap pada tahun 2019 sebanyak 9.985 menjadi
11.206 pada tahun 2020.

Potensi lain yang juga bisa dikembangkan adalah di sektor
industri. Jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten
Musi Banyuasin pada tahun 2020 sebesar 365 perusahaan
dengan pekerja sebanyak 54.776 orang. Usaha-usaha pembinaan
terhadap pengrajin akan terus dilanjutkan untuk masa-masa
yang akan datang mengingat jumlah dan ragam kegiatan
pengrajin cukup banyak di daerah ini yang memerlukan

bimbingan dan penyuluhan.

2.1.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus
mengukur capaian pembangunan manusia dengan
menggunakan 4 (empat) variabel pokok yaitu Angka Harapan
Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan

Pengeluaran Perkapita Riil (adjusted).
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Pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin
terus memperlihatkan perkembangan yang positif . Dalam kurun
waktu tahun 2012-2020, tren IPM Kabupaten Musi Banyuasin
terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan
meningkat sebesar 4,56 poin yang menunjukkan semakin
baiknya pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin
walaupun masih dibawah rata-rata capaian Provinsi Sumatera
Selatan. Untuk tahun 2012 capaian IPM Kabupaten Musi
Banyuasin sebesar 63,27 dan terus meningkat menjadi 67,69
pada tahun 2020.

Walaupun IPM Musi Banyuasin telah mengalami
peningkatan dalam waktu delapan tahun terakhir tetapi apabila
dibandingkan dengan 17 kabupaten/kota dalam Provinsi
Sumatera Selatan pada tahun 2020, Kabupaten Musi Banyuasin
masih menempati urutan ke-8 dibawah Kota Palembang (78,33),
Kota Lubuk Linggau (74,78), Kota Prabumulih (74,55),
Kabupaten OKU (69,32), Kabupaten OKU Timur (69,28),
Kabupaten Muara Enim (68,74) dan Kabupaten Pagar Alam
(68,31). Hal ini tentunya menjadi kewajiban bersama untuk
meningkatkan pembangunan manusia di Kabupaten Musi

Banyuasin.
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Gambar 2.5
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Muba dan Sumsel Periode 2012-2020
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Sumber : BPS, Musi Banyuasin Dalam Angka, 2021

Tabel 2.14
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2020

No Kabupaten/Kota Bt o oS:glf;l:z o
2019 2020

1 Palembang 78,44 78,33 -0,11
2 Lubuk Linggau 74,81 74,78 -0,03
3 Prabumulih 74,40 74,55 0,15
4 Ogan Komering Ulu 69,45 69,32 -0,13
5 Ogan Komering Ulu Timur 69,34 69,28 -0,06
6 Muara Enim 68,88 68,74 -0,14
7 Pagar Alam 68,44 68,31 -0,13
8 Musi Banyuasin 67,83 67,69 -0,14
9 Lahat 67,62 67,44 -0,18
10 Ogan Ilir 67,22 67,06 -0,16
11 Ogan Komering Ilir 66,96 66,82 -0,14
12 Musi Rawas 66,92 66,79 -0,13
13 Banyuasin 66,9 66,74 -0,16
14 Ogan Komering Ulu Selatan 65,43 65,30 -0,13
15 Empat Lawang 65,1 65,25 0,15
16 PALI 64,33 64,70 0,37
17 Musi Rawas Utara 64,32 64,49 0,17
Sumatera Selatan 70,02 70,01 -0,01

Sumber : BPS, Musi Banyuasin Dalam Angka, 2021
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2.1.2.4 Angka Kemiskinan

Selama kurun waktu 13 tahun terakhir (tahun 2007-
2020) tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin terus
menunjukkan tren yang menurun, kecuali pada tahun 2015
meningkat menjadi 18,35% dibandingkan tahun 2014 sebesar
17,38%. Tahun 2007 tingkat kemiskinan masih sebesar
33,60% lalu mampu diturunkan menjadi 16,13% pada tahun
2020 atau turun sebesar 17,47%. Walaupun tingkat
kemiskinan dapat terus ditekan, tetapi penurunannya sangat
lambat. Dalam kurun waktu S tahun terakhir (2016-2020)
tingkat kemiskinan hanya dapat diturunkan 1,14%. Hal ini
menunjukkan belum maksimalnya upaya untuk menurunkan
proporsi penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin.

Gambar 2.6
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2007 - 2020
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Sumber : BPS, Susenas 2020.
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Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di
Provinsi Sumatera Selatan, tingkat kemiskinan di Kabupaten
Musi Banyuasin masih cukup tinggi. Tahun 2017 tingkat
kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin (16,75%) menempati
urutan ke-3 tertinggi setelah Kabupaten Muratara (19,49%)
dan Kabupaten Lahat (16,81%), sedangkan pada tahun 2018
hingga tahun 2020 menjadi urutan ke-2 tertinggi (16,52%;
16,41%; 16,13%) setelah Kabupaten Muratara (19,12%;

19,12%; 19,47%).

Tabel 2.15
Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota
di Sumatera Selatan Tahun 2013-2020

Penduduk Miskin (%)

No. | Kabupaten/Kota
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 Sﬁ‘j‘n Komering 12,31 | 11,96 | 13,22 | 13,29 | 12,95 | 12,61 | 12,77 | 12,75
2 Sﬁan Komering 15,82 | 15,30 | 17,08 | 16,03 | 15,75 | 15,28 | 15,01 | 14,73
3 | Muara Enim 14,26 | 13,76 | 14,54 | 13,56 | 13,19 | 12,56 | 12,41 | 12,32
4 | Lahat 18,61 | 18,02 | 18,02 | 17,11 | 16,81 | 16,15 | 15,92 | 15,95
5 | Musi Rawas 17,85 | 17,28 | 15,13 | 14,3 | 14,24 | 13,76 | 13,37 | 13,5
6 Musi Banyuasin 18,02 | 17,38 | 18,35 | 17,27 | 16,75 | 16,52 | 16,41 | 16,13
7 | Banyuasin 12,28 | 11,88 | 12,54 | 11,72 | 11,47 | 11,32 | 11,32 | 11,17
8 | Oku Selatan 11,57 | 11,21 | 11,58 | 10,95 | 10,98 | 10,64 | 10,53 | 10,85
9 | Oku Timur 10,28 | 10,13 | 11,24 | 11,29 | 11 | 10,57 | 10,43 | 10,43
10 | Ogan Ilir 13,86 | 13,38 | 14,43 | 13,8 | 13,58 | 13,19 | 13,31 | 13,36
11 | Empat Lawang 13,10 | 12,89 | 13,33 | 12,54 | 12,44 | 12,25 | 12,3 | 12,63
12 | Pali 14,26 | 14,53 | 13,81 | 13,47 | 12,62
13 | Musi Rawas Utara 20 19,49 | 19,12 | 19,12 | 19,47
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Penduduk Miskin (%)
No. | Kabupaten/Kota

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
14 | Palembang 13,36 | 12,93 | 12,85 | 12,04 | 11,4 | 10,95 | 10,9 | 10,89
15 | Prabumulih 11,23 | 10,86 | 12,12 | 11,44 | 11,42 | 11,39 | 11,61 | 11,59
16 | Pagar Alam 9,00 890 | 9,64 | 9,19 | 8,89 8,77 | 890 | 9,07
17 | Lubuk Linggau 14,37 | 13,90 | 15,16 | 13,99 | 13,12 | 13,02 | 12,95 | 12,71

Sumber : BPS, Muba Dalam Angka, 2020. Diolah

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin juga
selalu lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun
2018 hingga tahun 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Musi
Banyuasin sebesar 16,52%; 16,41% dan 16,13% diatas
Provinsi Sumatera Selatan yang sebesar 12,80%; 12,71% dan
12,66%.

Gambar 2.7

Persentase Penduduk Miskin Muba dan Sumsel
Tahun 2015-2020
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Sumber : BPS, Muba Dalam Angka, 2020. Diolah
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Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) BNBA
Kabupaten Musi Banyuasin didapat informasi bahwa jumlah
rumah tangga miskin dan rentan miskin di Kabupaten Musi
Banyuasin yang memiliki asset kepemilikan lahan sebesar
80,68% atau sebanyak 44.170 rumah tangga. Dengan
kepemilikan lahan penduduk miskin di Kabupaten Musi
Banyuasin harapannya dapat lebih mempermudah pemerintah
dalam melakukan intervensi program agar bias keluar dari
kemiskinan asalkan program tersebut sesuai dengan karakter
dan akar permasalahan penduduk miskin tersebut.

Penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin yang
bekerja sebanyak 63% dan yang tidak bekerja sebanyak 37%.
Sebagian besar mata pencaharian penduduk miskin di
Kabupaten Musi Banyuasin lebih didominasi oleh sektor
pertanian, tepatnya di perkebunan dan pertanian tanaman
padi dan palawija yang dilakukan secara konvensional
sehingga hasil yang didapatkan tentunya belum mampu
mendorong penduduk miskin keluar dari kemiskinan. Dari 14
kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin,
3 kecamatan yang masuk kategori kantong kemiskinan yaitu
Kecamatan Lais (jumlah penduduk miskin terbanyak), Sekayu
dan Bayung Lencir. Rumah tangga miskin yang ada di 3

kecamatan ini pada umumnya memiliki lahan.
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Gambar 2.8
Laju Penurunan Persentase Penduduk Miskin Muba dan Sumsel
Tahun 2007 - 2020
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Sumber : BPS, Muba Dalam Angka, 2020.

Namun demikian, upaya penurunan tingkat kemiskinan
yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa akselerasi
atau laju penurunan penduduk miskin di Kabupaten Musi
Banyuasin selama periode 2007-2019 lebih cepat (1,43% per
tahun) dari Provinsi Sumatera Selatan (0,54% per tahun).

Upaya penurunan tingkat kemiskinan memang
menghadapi kendala yang tidak ringan. Kenaikan harga bahan
pokok sedangkan disisi lain merosotnya harga komoditas
utama Kabupaten Musi Banyuasin seperti karet dan sawit,
dimana sebagian besar masyarakat menggantungkan

pendapatannya dari komoditas tersebut sehingga menurunkan

daya beli masyarakat.
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Disamping itu juga disebabkan meningkatnya garis
kemiskinan dan tingginya garis kemiskinan di Kabupaten Musi
Banyuasin dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Sumatera
Selatan.

Permasalahan yang selama ini terjadi pada penduduk
miskin dan dibawah garis kemiskinan di Kabupaten Musi
Banyuasin pada umumnya adalah tidak memiliki faktor
produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal, ataupun
ketrampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit
sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi
sangat terbatas bagi penduduk miskin yang tinggal di daerah
perdesaan dan tidak mempunyai tanah garapan, atau
kalaupun ada, relatif kecil sekali. Sehingga mendorong mereka
untuk menjadi buruh tani/perkebunan atau pekerja kasar di
luar pertanian/perkebunan.

Namun, karena bekerja di pertanian/perkebunan
berdasarkan musiman, kesinambungan pekerjaan mereka
menjadi kurang terjamin, Banyak di antara mereka lalu
menjadi pekerja bebas (self employed) yang berusaha apa saja.
Akibatnya, di dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar
saat ini membuat tingkat upah mereka menjadi rendah
sehingga mengurung mereka selalu hidup di bawah garis

kemiskinan.
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Hal ini mengakibatkan pendapatan yang diperoleh tidak
cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal
usaha.

Sementara itu, mereka juga tidak memiliki syarat untuk
terpenuhinya kredit perbankan, seperti jaminan kredit dan
lain-lain. Hal-hal seperti itulah yang mengakibatkan mereka
berpaling ke lintah darat. Permasalahan selanjutnya adalah
tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak
sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka umumnya habis
tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu
untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tidak
dapat menyelesaikan sekolah mereka karena harus membantu
orangtua mereka mencari nafkah tambahan sehingga
mengakibatkan banyak penduduk miskin tidak mempunyai
ketrampilan atau skills dan pendidikan.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam upaya
penurunan angka kemiskinan adalah dengan mengurangi
beban pengeluaran masyarakat miskin dan perbaikan akses
terhadap pelayanan dasar, meningkatkan pendapatan
masyarakat miskin yang rentan dengan akses permodalan,
meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran,
mengembangkan  keterampilan layanan usaha, serta

mengembangkan kewirausahaan, kemitraan, dan
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keperantaraan. Hal yang tak kalah pentingnya adalah dengan

melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai

macam Kkriteria pada masing-masing individu dan rumah

tangga yang menjadi dasar perencanaan pembangunan agar

program pemerintah tepat sasaran dan dapat menurunkan

angka kemiskinan Upaya ini diharapkan dapat menurunkan

angka kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin secara

signifikan.

Gambar 2.9

Garis Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2011-2020
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Tabel 2.16
Garis Kemiskinan berdasarkan Kabupaten/Kota
Tahun 2016-2020
GK (Rupiah/Kapita/Bulan)
No Kabupaten/Kota
2016 2017 2018 2019 2020
1 Ogan Komering Ulu | 365.341 380.254 415.785 428.200 457.452
2 Ogan Komering Ilir 295.852 310.341 333.505 347.121 375.837
3 Muara Enim 316.729 331.554 353.012 367.761 390.342
4 Lahat 369.359 385.525 419.658 428.309 457.569
5 Musi Rawas 377.135 392.740 427.595 437.854 467.766
6 Musi Banyuasin 412.591 430.771 466.822 486.476 519.797
7 Banyuasin 337.391 353.914 381.437 397.496 429.816
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GK (Rupiah/Kapita/Bulan)
No Kabupaten/Kota
2016 2017 2018 2019 2020

8 Oku Selatan 273.594 286.157 310.717 319.333 341.148
9 Oku Timur 274.608 285.970 312.340 321.629 343.601
10 | Ogan Ilir 367.067 386.740 416.098 433.616 469.746
11 | Empat Lawang 269.211 280.350 306.546 315.699 341.007
12 | Pali 330.907 346.448 377.160 388.208 412.236
13 | Musi Rawas Utara 401.205 417.805 456.844 470.485 504.598
14 | Palembang 456.225 480.735 510.994 521.489 548.563
15 | Prabumulih 466.459 493.871 530.748 541.648 569.769
16 | Pagar Alam 289.493 299.982 324.025 328.745 342.738
17 | Lubuk Linggau 417.192 435.956 470.897 477.756 495.213

Sumber : BPS, Sumatera Selatan Dalam Angka, 2020

2.1.2.5 Indeks Gini

Indeks Gini (Gini Ratio) adalah salah satu parameter

yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan
pendapatan antar penduduk. Indeks Gini menunjukkan
pemerataan yang sempurna tingkat pemerataan pendapatan
atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran
antar  kelompok  penduduk  berdasarkan  golongan
pengeluaran. Jadi Indeks Gini bernilai O (nol) artinya terjadi
pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1
(satu) berarti ketimpangan sempurna.

Berdasarkan data BPS, bahwa indeks gini di Kabupaten
Musi Banyuasin periode Tahun 2011-2019 cenderung
fluktuatif. @—Secara umum selama periode tersebut

ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Musi
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Banyuasin cenderung meningkat. Beberapa penyebab
meningkatnya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Musi
Banyuasin, antara lain distribusi pengeluaran penduduk
kaya semakin meningkat dibandingkan penduduk miskin,
perbedaan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan,
pendapatan pekerja informal yang sangat rendah
dibandingkan pekerja formal, harga komoditas yang fluktuatif
seperti karet dan sawit, perbedaan kesempatan mengakses
pendidikan dan kesehatan serta pengaruh krisis global.

Gambar 2.10
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Musi Banyuasin
dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2019
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Sumber : BPS, Muba Dalam Angka, 2020

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan,
indeks gini Kabupaten Musi Banyuasin lebih baik pada periode
2014-2018 atau dengan kata lain bahwa tingkat ketimpangan di
Kabupaten Musi Banyuasin lebih rendah dibandingkan dengan

Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2019, tingkat
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ketimpangan Kabupaten Musi Banyuasin adalah 0,309 menurun
dari tahun sebelumnya yaitu 0,33.

Namun demikian ketimpangan ini harus terus dikurangi
dengan meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap
hasil-hasil pembangunan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik
yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten
dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Secara umum terdapat
36 bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, yang
dibagi berdasarkan wurusan wajib, pillhan dan urusan
pemerintahan fungsi penunjang. Namun tidak semua bidang
urusan berhubungan langsung dengan pelayanan umum

terhadap publik. Berikut ini urusan wajib yang memberikan
kontribusi terbesar dalam mengukur pelayanan terhadap publik.

2.1.3.1 Pendidikan
Dalam Pembukaan UUD 1945, Salah satu tujuan
berbangsa dan bernegara adalah “mencerdaskan kehidupan
bangsa” yang itu hanya bisa dicapai melalui Pendidikan.
Sehingga Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan

pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah,
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Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan membuka
peluang individu maupun masyarakat untuk mengembangkan
diri dan mewujudkannya. Layanan pendidikan dasar yang
dilaksanakan meliputi pendidikan dasar dan pendidikan
menengah, yang dicerminkan dalam program pemerintah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat
pastisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.
APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk
mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing
jenjang pendidikan.

Untuk melihat angka partisipasi murni (APM) dan angka
partisipasi kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten
Musi Banyuasin tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik

berikut ini:
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Gambar 2.11
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan SD/MI Kab.Muba Tahun 2016-2020
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Gambar 2.12
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan SMP/MTs Kab.Muba
Tahun 2016-2020
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Sumber : BPS, Muba Dalam Angka, 2017-2021
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